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PERTEMUAN 1

HAKIKAT PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

A. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

dalamPencerdasan Kehidupan Bangsa

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar
tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia,
membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu,
seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik
perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa
kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi
warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan
kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan
ini, dalam Bab | ini, Anda akan mempelajari jati diri Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan
dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai
berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam
pencerdasan kehidupan bangsa; (2) Menanya alasan mengapa diperlukan Pendidikan
Kewarganegaraan; (3) Menggali sumber historis,

sosiologis, dan politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (4)
Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan;
(5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa
depan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan;
dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada
bagian akhir disediakan praktik Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional,
diharapkan: bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan
kewarganegaraandalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana
dan profesional; mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan
kewarganegaraan dalam pengembangankemampuan utuh sarjana atau profesional;
dan mampu menyampaikan argumenkonseptual dan empiris tentang fungsi dan peran
pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana
dan profesional .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan
pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana
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diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan
diri menjadi profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat
menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki
standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi
yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional?
Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam
konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah
warga negara dan siapakah warga negara Indonesia (WNI) itu?

“warga negara” dapat berarti warga, anggota (member) dari sebuah negara.
Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal
di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Di Indonesia, istilah “warga negara” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda,
staatsburger. Selain istilah staatsburger dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah
onderdaan. Menurut Soetoprawiro (1996), istilah onderdaan tidak sama dengan
warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara.
Munculnya istiah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat
feodal sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari onderdaan.

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan
warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang,
artis, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku
saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani,
pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi
syarat menurut undang-undang.

Agar lebih memahami Anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang
perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKn. Apa yang dimaksud dengan
konsep PKn dan apa urgensinya? Untuk menelusuri konsep PKn, Anda dapat
mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoretis.

Bagaimana konsep PKn secara etimologis? Untuk mengerti konsep PKn, Anda dapat
menganalisis PKn secara kata per kata. PKn dibentuk oleh dua kata, ialah kata
“pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda
dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) atau secara lengkap lihat definisi
pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1).
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, epribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah
warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan
kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah
citizen, citizenship dan citizenship education.

Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan  pendidikan
kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan
berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan
warga negara. (Undang-Undang Rl No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang Rl No 20
Tahun2003, Penjelasan Pasal 37)

Bagaimana konsep PKn secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri
konsep PKn menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu’man Somantri, 2001;
Abdul Azis Wahab dan Sapriya, 2011; Winarno, 2013, dan lain-lain. Berikut ini
ditampilkan satu definisi PKn menurut M. Nu’man Somantri (2001) sebagai berikut:
Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi
politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-
pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang
kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis,
bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita dapat mencermati Undang-Undang Rl No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2)
huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan
kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan
sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah
pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
lka untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.
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B. Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah kegiatan menelusuri konsep PKn, tentu Anda menemukan persoalan
dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda
melakukan penelusuran istilah civic/citizenship education di negara lain, apakah Anda
yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaran? lJika vyakin,
mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada
warganya?

Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang
ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga
negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan
bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat
kebangsaan dan cinta tanah air?

Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kawula negara, mungkin
Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki
tradisi Barat, yang dikenal Liberal, Egaliter memiliki istilah onderdaan? Pertanyaan
iniperlu diajukan mengingat istilah onderdaan sedikit kontroversial bila dibawa dan
diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi Barat.

Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan
kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKn Indonesia banyak dipengaruhi oleh
pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Apakah benar demikian? Apakah
keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara
lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakan? Adakah model pendidikan
kewarganegaraan vyang asli Indonesia? Bagaimana model vyang dapat
dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis perihal
pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, bila dirangkum, meliputi tiga pertanyaan utama,
yakni (1) Apakah sumber historis PKn diIndonesia?; (2) Apakah sumber sosiologis PKn
di Indonesia?; dan (3) Apakah sumber politis PKn di Indonesia? Pertanyaan-
pertanyaan pokok ini akan dibahas pada subbab berikut.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia

Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan
menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara
historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi
dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan
pendidikan kewarganegaraan.

Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan
(PKn)? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda maka jawabannya
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akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama generasi
yang mendapat mata pelajaran dalam Kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena
pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata
pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun
1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal Civics.

Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang
pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan
tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan.

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat
dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan

kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia
diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia,
berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan
Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh
kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri
Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain
seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSlI, PKI, NU, dan organisasi
lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada
tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar
menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan
bahasa Indonesia.

Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-
terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh
bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi organisasi tersebut
bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan
Indonesia merdeka.Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah
negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap
kekuatan asing. Inilah cita- cita yang dapat dikaji dari karya para Pendiri Negara-
Bangsa (Soekarno dan Hatta).

Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa
dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa
Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan,
bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena
ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan
Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan
Indonesia, tahun1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi
perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik
perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari
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penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan
kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

PKn pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada
tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara- bangsa. Dalam
pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah
air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat
untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia
yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang
dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak
umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi sosial
kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis. PKn dalam dimensi sosiologis
sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga,
memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum
dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics pertama di Indonesia
yangberjudul Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia (Civics) yang disusun bersama
oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi,
Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan, Prijono (1960), dalam sambutannya menyatakan
bahwasetelah keluarnya dekrit Presiden kembali kepada UUD 1945 sudah 14
sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim Penulis diberi tugas
membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hakhak warga negara
Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan Revolusi Kemerdekaan Republik
Indonesia. Menurut Prijono, buku Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia identik
dengan istilah  “Staatsburgerkunde” (Jerman), “Civics” (Inggris), atau
“Kewarganegaraan” (Indonesia).

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan
sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat
diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai
dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan
Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata
pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan,
sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah
Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama
diarahkan untuk "nation and character building” bangsa Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia
senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan
perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan
tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami
perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn
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Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem
ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

D. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami
beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode
pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat
teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak
proklamasikemerdekaan hingga saat ini.

Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke
masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan
untuk  mengkaji  periodisasi  perjalanan sejarahtentang praktik
kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai
dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika
dantantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah  praktik
kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan
dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat
meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan
rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan
perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu
menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aristoteles (1995) mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different
constitutions require different types of good citizen... because there are different
sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan
Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit,
setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap
konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang
berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan
berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu
disesuaikan dengan

konstitusi yang berlaku.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang
bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan
masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang
HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda,
mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala
demikian.
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Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan
maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara
perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan
masyarakat  telah  diakomodasi melalui peraturan perundangan,namun
perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn?
Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang
teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan
termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku
warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga
negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk
membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap
perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum
PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan
dengan perkembangan IPTEK.

E. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia
pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi
bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini
memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan
kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia
pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-
indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan
kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-
hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang
terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang
terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia
merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka?
Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013)
bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (demographic bonus) sebagai
modal Indonesia pada tahun 2045 (Lihat gambar tabel di bawah). Indonesia pada
tahun 2030-2045 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah.
Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus
ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia
produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik
dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan,
termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun
2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan
bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan
dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti
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“Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang
sesungguhnya?”, “Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?”
Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan.
Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut?
Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit
rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka.
Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah
ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi,
20 tahun lagi? Atau bagaimana PKn menghadapi tantangan masa depan yang tidak
menentu dan tidak ada kepastian?

Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada
kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan
makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh
bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi
negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang
berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting
lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.

Rangkuman

1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan”
dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang
berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya:
pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua.
Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis,
bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi
adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan
agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang
baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi
pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita
Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial
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kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah
air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan
konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai
dengan masanya.

6. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika

7. perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa
Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bang
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PERTEMUAN 2
IDENTITAS NASIONAL

1. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi darisekelompok
orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang
lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai
organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain.

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, pada Bab Il ini, kita akan membahas
konsep dan urgensi identitas nasional. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang
aktif, Anda diminta untuk menelusuri, bertanya, menggali, membangun argumentasi,
dan memdeskripsikan kembali esensi dan urgensi identitas nasional baik secara tulisan
maupun lisan. Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang kajian di
atas, pada bagian akhir bab ini disediakan Proyek Kewarganegaraan untuk dikerjakan.

Melalui pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan
memiliki sejumlah kompetensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah
satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-
nilai Pancasila. Anda juga mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional
sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang
bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan mampu menyajikan hasil kajian konseptual
dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu
determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai
Pancasila.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya
memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa
lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga
eksistensi dan kelangsungan hidup negara- bangsa. Negara-bangsa  memiliki
kewibawaan dan kehormatan sebagaibangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta
akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.

Apa itu identitas nasional? Secara etimologis identitas nasional berasal daridua kata
“identitas” dan “nasional”. Apa yang Anda ketahui dari kata identitas dan nasional?
Telusurilah dari berbagai kamus dan referensilain.

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”.
Kata identitas berasal dari kata “identity” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced
Learner’s Dictionary berarti: (1) (C,U) who or what sb/sth is; (2) (C,U) the characteristics,
feelings or beliefs that distinguish people from others; (3) the state of feeling of being
very similar to and able to understand sb/sth. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan

“identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's
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conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national
identity and cultural identity). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas
berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang
atau jati diri.

Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh
sesorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan
dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat
ljin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa.

Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat
ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap warga negara Indonesia yang telah
memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak
bagi warga negara Indonesia.

Kata nasional berasal dari kata “national” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced
Learner’s Dictionary berarti: (1) connected with a particular nation; shared by a whole
nation; (2) owned, controlled or financially supported by the federal, government. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau
berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan
kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau
karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional
maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa lain.

Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa.
Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena
daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak
akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang
akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar
bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi
penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi
terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan.

Selanjutnya, marilah kita telusuri dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi ciri
atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan
negara lain?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menelusuri konsep identitas nasional
menurut pendekatan yuridis. Silakan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C. Bendera Negara
Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan
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identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia. Silakan Anda mencermati pasalpasal
tentang identitas nasional sebagaimana tertera dalam kotak sebelumnya.

Untuk lebih memahami ketentuan tentang identitas nasional tersebut, Anda dianjurkan
untuk mengkaji ketentuan Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan.

Untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, Anda dapat menelusuri sejumlah
literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa seperti dalam salah
satu buku karya Soedarsono (2002) yang berjudul Character Building: Membentuk
Watak.

Dalam buku tersebut diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda
diri kita, yang menunjukkan siapa kita walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang
tampak secara lahiriah, artinya belum31 tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya.
Soedarsono (2002) menyatakan “Jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya.” Makna
identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri
sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakannya bahwa jati diri

merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan
kepribadian seseorang.

Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas
nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan
norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan
menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional
dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah
yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi
negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pertanyaannya, apakah Pancasila dan UUD
NRI 1945 telah terwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia
Indonesia? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dan seyogianya haruslah segera
dijawab oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jawaban “ya”. Seluruh rakyat Indonesia
telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan

sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya.

Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh
Tilaar (2007) dalam buku yang berjudul Menglndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa
Indonesia. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan
sesuatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan
bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
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3.

Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya
Kaelan (2002) yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa
Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar
bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak,
corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak
bangsa yakni32 sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan,
gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilainilai dasar itu
dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri
bangsa sekaligus identitas nasional.

Berdasar uraian—uraian di atas, perlu kiranya dipahami bahwa Pancasila merupakan
identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik
atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara
non fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa (Kaelan,
2002).

Menurut Hardono Hadi (2002) jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu kepribadian,
identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai
kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang
mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya
tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup
bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku maka ia dapat teramati dan dinilai
seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa.

Selain itu dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa
akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan
yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari
waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan
keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain.
Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna
kepribadian,identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

Perlunya Identitas Nasional

Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu Anda
menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar
falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri
bangsa.

Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila
melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh
seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila
tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang
dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuiji,
bukanlah sebaliknya yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa
yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuiji.

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Identitas Nasional
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Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis,
sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas,
yakni identitas primer dan sekunder (Tilaar, 2007; Winarno, 2013). ldentitas primer
dinamakan juga identitas etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas
sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau
direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari
700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang
dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan
akhirnya menjadi identitas nasional.

Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai
ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh
asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).
Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena
dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk
sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang
diterima sebagai dampak dari politik etis (Etiche Politiek). Dengan kata lain, unsur
pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan
kebangsaan sebagai identitas nasional.

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah
dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi (2007) kongres
kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai
pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh dr. Radjiman
Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan
bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan |
diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya
Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda,

Madura, dan Bali. Kongres bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924.
Kongres bahasa Indonesia | diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa
yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan
pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan/atau identitas nasional.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-
24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukittinggi Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003.
Menurut Tilaar (2007) kongres kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian
terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak
memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan
dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
Pada tahun 1920-1930-an pertumbuhan partai politik di nusantara bagaikan
tumbuhnya jamur di musim hujan.
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Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang,
seperti bidang perdagangan, keagamaan hingga organisasi politik. Tumbuh dan
berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran
berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan
berkumpul dalam Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah
Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa “Bangsa
Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan, dan
sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati
oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder
karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas
kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh
sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas
primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Berbagai pendapat (Tilaar, 2007; Ramlan Surbakti, 2010, Winarno, 2013) menyatakan
bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya
keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal
ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu.
Kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas

nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa
di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai
identitas nasional yang mungkin saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang
l[ain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami 37
pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas
kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Contoh; kasus negara Srilanka yang diliputi
pertikaian terus menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka.

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi,
dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju
Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan
organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan
proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan
tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang
terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI.

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri
atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi:
bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau
bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik
dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas
nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1)
Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara
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adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang
negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6)
Dasar falsafah negara adalah Pancasila;
(7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah
yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini
telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang
negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan
khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta
lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1)
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia
merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang
menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta
lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi  kebudayaan yang
berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman
budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional

Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis,

dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah

Anda kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait

dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus

dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada Bab 1

sebagai berikut:

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara
(contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan

membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainlain)

2. Nilai —nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku
jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur,
malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-
lain)

3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan
mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga
dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada
produk bangsa sendiri, dan lain-lain)

4. Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih
bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
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5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih
mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi
lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah  kecintaan
terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia,
penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta
apresiasi terhadap lagu kebangsaan?

Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun
secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada
sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga
negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu,
warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga
negara bukan hanya baik tetapi cerdas (to be smart and good citizen).

5. Identitas Nasional Indonesia

Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan
kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada
negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah nusantara telah
berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat
dengan citacita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain
mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai pulau Rote. NKRI
memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah
lebih dari 200 tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki
pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
(yang pertama, Soekarno—Hatta) dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya,
negara Mesir yang pertama mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui
eksistensi NKRI.

Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap
negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan.
Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin
dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak
kenal Indonesia Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang
mempertanyakan “Berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali?” ini artinya
identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia.

Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia.
Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling
pengertian (mutual understanding), tidak ada stratifikasi dalam kedudukan
antarnegara-bangsa. Dalam berhubungan antarnegara tercipta hubungan vyang
sederajat/sejajar, karena masingmasing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak
boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal
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dengan asas “Par imparem non habet imperium”. Artinya negara berdaulat tidak dapat
melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.

RANGKUMAN :

1.

10.

11.

Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”.
identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-
ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu
membedakannya dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-
kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar
pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan
arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang
kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh
beberapa faktor yang meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika,
sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya
nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena
sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.
Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu
kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negarabangsa Indonesia yang telah
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran
rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun
1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia
telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui kongres kebudayaan
1918 dan Kongres bahasa Indonesia | tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang
terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan
pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional.
Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi,
komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan
panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca
kemerdekaan.

Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun
jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda
Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah
Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti
simbol atau lambang tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud
psikis (nonfisik), yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia
sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.

Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena (1) bangsa Indonesia
dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain; (2) identitas nasional bagi
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sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa
tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa; dan (3) identitas nasional
penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.
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PERTEMUAN 3
INTEGRASI NASIONAL

A. Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara-bangsa (nation state) selalu
dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang—orang yang ada
di dalamnya agar memiliki rasa persatuan,kehendak untuk bersatu dan secara bersama
bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu,
bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orangorang yang ada di
dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan
dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan
integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara- bangsa yang mampu
membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan
bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok
ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian: secara etimologi dan
terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan
juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional
berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut.

Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional.
Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah
dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan
konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya.

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “national integration”.
"Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin
integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu,
integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau
bulat.

“Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda
latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya,
Kurana (2010) menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di
antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda,
agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan
bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun
suatu bangsa yang kuat dan makmur.
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Berdasar uraian di atas, Anda dapat memahami bahwa secara terminologi, istilah
integrasi nasional memiliki keragaman pengertian, sesuai dengan sudut pandang para
ahli. Namun demikian kita dapat menemukan titik kesamaaannya bahwa integrasi
dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau
aspek aspeknya. Lalu unsur atau aspek apa sajakah yang dapat disatukan dalam konteks
integrasi nasional itu?

Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada
intinya hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka
integrasi nasional.

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti
(2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi
nasional.

Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem

politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa,

2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5)

integrasi  tingkah laku (perilaku integratif). Uraian secara berturut-turut

sebagai berikut:

1. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan
sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas
nasional.

2. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan
nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok
kelompok sosial budaya masyarakat tertentu

3. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah
dengan yang diperintah.Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi
dan nilai pada kelompok elit dan massa.

4. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang
diperlukan dalam memelihara tertib sosial

5. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah laku
yang terintegrasi dan ‘yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-
orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik
etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation)
terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek
politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik,
aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah
yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni
hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional
meliputi: 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi, dan 3) integrasi sosial budaya.

1. Integrasi politik



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 3
Copyright © September 2025

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.
Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik
antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat
guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses
politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang
berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat
beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

2. Integrasi ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah
dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling
ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar
akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di
sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatanhambatan
antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan
antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan
aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang
ekonomi.

3. Integrasi sosial budaya.

Integrasi ini  merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda
dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda
tersebur  dapat  meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan,
sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti
kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat,
misal suku, agama, dan ras.

B. Perlunya Integrasi Nasional
Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor
pemerintah yang berkeabsahan (/legitimate) merupakan hal penting bagi embentukan
negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila
terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh
potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan
kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap
pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan
rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian
memerlukan integrasi politik.

Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun
integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini.
Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya
membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia.
Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan
guna epentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu
menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.
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Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik
bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang
bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (nation state) merupakan negara yang di
dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam
sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan
unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut
pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. lkatan dan

kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional
bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan
mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka
akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa.

Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi
bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional
selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara
yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang
dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan.

Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara
misalnya yang terjadi di India dan Srilanka bisa dikatakan bukan semata akibat politik
“pecah belah” kolonial namun akibat perebutan dominasi kelompok kelompok
primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari
kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan
negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas
nasional.

Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitasidentitas baru
yang diciptakan (identitas nasional), misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan
nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan,
keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi
dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang

ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan
konflik atau perseturuan dan pertentangan

Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, dan kelompok
yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang
dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan
terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala
disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik,
perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Integrasi Nasional
Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru

merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua
warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan.
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Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17
Agustus 1945?

Menurut Suroyo (2002), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami

pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada

tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1) model
integrasi imperium Majapahit, 2) model integrasi kolonial, dan 3) model integrasi
nasional Indonesia.

1. Model integrasi imperium Majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapabhit.
Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai
dengan konsentris pertama vyaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau
Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudarasaudaranya.
Konsentris  kedua adalah  wilayah di luar Jawa (mancanegara
dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris
ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit
menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan
Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand).

2. Model integrasi kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas
wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX
dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah
kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai
maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial vyang terdiri dari
ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki
jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki
dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu
menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk
maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

3. Model integrasi nasional Indonesia

Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa
Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada
integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model
kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan
(Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan
birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah.

Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru
yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan
(nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran
berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami
proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial
Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang
bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi
perdagangan dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai
menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus
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berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan
sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah
dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan
sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Sukarno
berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis
dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui

pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan

munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran

Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan

pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal
28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang
beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki
satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan
dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI
(Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan Indonesia Berparlemen.
Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil
mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan.
Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat
dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara
kebangsaan Indonesia modern.

Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyatan
bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka,
bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi
sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “revolusi
integratifnya” bangsa Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam
identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia.

D. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

Dinamika itu bisa kita contohkan peristiswa integrasi berdasar 5 (lima) jenis integrasi

sebagai berikut:

1. Integrasi bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di
Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak
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Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh
kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah
berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975
sampai 2005.

2. Integrasi wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia
mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau
Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial
Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi
merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

3. Integrasi nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya
adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif
terus-menerus dilakukan, misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik
dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui
kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
(PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn.
Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat
negara disampaikan kepada generasi muda.

4. Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit-massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati
rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader
PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa
akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa
yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa.

5. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif)

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembagalembaga politik
dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk
maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja
yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan
birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang | PPKI tanggal 18 Agustus 1945
yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus
1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan provinsi di
Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang
dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi
horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal
yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan
dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan
antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan
menyebabkan  kaum  elite  berbeda dari massa yang  cenderung
berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan  dimensi
vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi
horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus
Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami
oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan
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integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik
pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, vyaitu
masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah,
agama, dan kebiasaan.

Masih  besarnya  ketimpangan dan  ketidakmerataan = pembangunan  dan

hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan
keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan),
gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini
bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia.

Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para

pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya.
Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat
dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.

Keinginan yang kuat dari  pemerintah  untuk  mewujudkan  aspirasi

masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang
sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah
adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan
demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai
dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar
warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang
adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang
dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak- tidaknya
kebijakan  pemerintah  hendaknya dapat melayani keinginan  dan
harapan sebagian besar warga masyarakat.

Jalinan  hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang

Di

berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara
damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat
dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya
integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan
terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya.
Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang
perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya
untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan
dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu
mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan
pencapaian tujuan nasional.

era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di
mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk
mewadahi  tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian
keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari
luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negarabangsa,
dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatanikatan yang
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sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di
situlah  nasionalisme dan  keberadaan negara nasional mengalami
tantangan yang semakin berat.

E. Integrasi Nasional
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab
integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk
membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat
suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak
kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan
prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual
seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang
berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di
mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan
masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan
demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk
mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan,
karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi
konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta
konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang
mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti
perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan
menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan
disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apa pun kondisinya, integrasi masyarakat
merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan
negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi
masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat
mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

RANGKUMAN:

1. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi
tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi
berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal
dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.

2. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen
yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu
nation (bangsa).

3. Jenis jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai,
4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi
meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

5. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya
keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan
adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik.
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6. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium
Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia.

7. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1)
Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga—
lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.

8. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama,
menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.
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PERTEMUAN 4
KONSTITUSI UUD NRI 1945

A. Konsep dan Urgensi Konstitusi UUD NRI 1945

Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur
bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan
pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperolehn. Anda juga dapat
menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-
cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan
bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang
lain.

Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur
bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari
konstitusi. Anda akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma

konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah
UUD. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri
konsep dan urgensi konstitusi; menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi;
menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi; membangun argumen
tentang dinamika dan tantangan konstitusi; dan mendeskripsikan esensi dan urgensi
konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktik Kewarganegaraan pada materi tersebut.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional
diharapkan: memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan
nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia; mampu menganalisis
nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas
ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia;
dan mampu mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang
terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan

konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan
bernegarakebangsaan Indonesia.

Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur
bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari
konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan
tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum
yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu
negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan
dalam penyelenggaraan suatu negara.

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis
dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah
constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda
digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verfassung,
sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah (Riyanto,
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2009). Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud
dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Kontitusi mengandung
permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa
konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara
(Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu
negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara
(Machfud MD,2001).

Merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu
kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan
lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek
kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang
diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang
tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-
lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu C.F. Strong yang menganut
paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-
undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu
kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan
hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak
asasi manusia). Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen
yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a
bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F.
Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke (Astim Riyanto, 2009).

Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahami urgensi konstitusi perlu
diketahui terlebih dahulu fungsinya. Apakah Anda tahu apa fungsi konstitusi bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara? Pada kotak 2, berikut disajikan sejumlah fungsi
konstitusi.

Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi kostitusi bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyan yang harus
dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda
misalnya sebagai berikut:

1.

Mestikah setiap negara memiliki konstitusi?
a. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
b. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
c. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?

Jika kontitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
a. Apa materi muatannya?
b. Apakah konstitusi itu selalu tertulis?

c. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
d. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara?
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C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Kehidupan Berbangsa-
Negara Indonesia

Dari kegiatan menanya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting
yakni mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi
diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan
terjadi dengan kehidupan negara tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memulainya dari
penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes (1588-1879).
Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami, mengapa manusia dalam bernegara
membutuhkan konstitusi.

Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala. Hingga timbul
adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man), artinya yang kuat
mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes
(perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya
menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang
dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat
menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang
dikenal dengan istilah factum subjectionis.

Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengajukan suatu argumentasi
tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan
pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara
mutlak (absolut). Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan
(kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya
sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan.

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (zeitgeistnya) sehingga
ia cenderung membela monarkhi absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep divine
right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga
ia memiliki otoritas tidak tertandingi.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, raja Perancis
yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia lima tahun. la baru mulai berkuasa
penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661.
Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari (Le Roi Soleil) atau Louis yang Agung (Louis le
Grand, atau Le Grand Monarque). la memerintah Perancis selama 72 tahun, masa
kekuasaan terlama monarkidi Perancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui tiga peperangan besar:
Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara
1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat.
Ungkapan "L'Etat, c'est moi" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal dari
dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar
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ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia
anut. Seorang penulis Perancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia
mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya: "Je m'en vais, mais I'Etat demeurera
toujours" ("saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada"). Akibat pemerintahannya
yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenangwenang, hal itu menimbulkan
kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya,
kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI.
Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus,
dan akhirnya dihukum dengan Guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21
Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah
konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi
kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas,sebenarnya
sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine. Dapatkah Anda
menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba arahkan
ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM).
Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan beberapa peristiwa
yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Apakah Anda masih ingat dengan Magna
Charta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence dalam sejarah
Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de L’homme et duCitoyen di Perancis?

Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara, tentu Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas
pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa
negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana
terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi
negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan
penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hakhak dasar warga negara.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa
undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk
menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi
sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis
(Riyanto, 2009). Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945

1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat
1).

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil

Presiden (Pasal 6 Ayat 1).

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).

4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
(Pasal 7A dan 7B).

5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal
7C).

6. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan perjanjian  dengan
negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).

7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

w
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8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2,
dan Ayat3).

9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).

10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).

11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda kehormatan (Pasal 15).

12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).

Apakah Anda sudah mencermati isi pasal-pasal tersebut di atas dalam Naskah UUD NRI
Tahun 1945? Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan
Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala
negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala
pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet,
memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari -hari.

Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan
kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya
jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan
sewenangwenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa
setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-
wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely”. Inilah alasan

mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni
untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-
wenang.

Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini
didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi
kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). Bagi mereka yang memandang
negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka
konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan
bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan,misalnya antara
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana
pusat-pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta
merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum
dasar tertulis yang lazim disebut UndangUndang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.
Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan
Inggris misalnya,sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah
UndangUndang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat
diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan
membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari
pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan
hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UndangUndang Dasar,
dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau
Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi
tidak memiliki suatu naskah UndangUndang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian,
maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak
tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan
fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan
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antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang
konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.
a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen
yang berisi aturan-aturan dasar  untuk menyelenggarakan negara.
b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau
seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat
dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core onstitusional.
Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang iwujudkan
dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian.
Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen,
konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan.

Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu
peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk
dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut
bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya
adalah Israel dan Selandia Baru.

D. Dinamika dan Tantangan Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi
dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undangundang dasar yang
diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI
1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan
Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula
UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus
disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di
Indonesia adalah sebagai berikut.

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat
hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu
tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung
tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah
terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi
kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan.
Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah
parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi
mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah.
Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah.
Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa
lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21
Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya
Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.
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Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di
masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama
oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:
a. mengamandemen UUD NRI 1945,
b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia,
c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia
(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan
daerah,
e. mewujudkan kebebasan pers,
f. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945.
Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum
cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan
penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal
yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan
membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup,
dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali
yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan
guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan
bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal
reformasi. Apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga
dapat mempengaruhi konstitusi?

E. Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup
panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan
UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya
telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses
perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif.

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002,
agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah
tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal,
170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Ada enam pasal yang
tidak mengalami perubahan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan
Pasal 35.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah
constituer yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan
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membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti
menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa
konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat
krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Attamimi,
berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah
sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan
negara harus dijalankan.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum
dasar (konstitusi). Dengan demikian konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat
supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah
konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum
tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945
menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai
hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan di bawahnya.

Oleh karena Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI
1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undangundang bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut
terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang
berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah
Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian
mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun
material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan
materi muatan dalam ayat, pasal,dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan
proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian
material.Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat
mengajukanpengujian konstitusionalitas suatu undang-undang vyang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

RANGKUMAN:

1. Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen
yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam
arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang
menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa
negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga
negara.

3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur
mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

4. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan
pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi
kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap
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HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang
menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi
penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.

5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan
bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara
bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan
tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.

6. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan
MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasalpasal yang terlalu “luwes”
sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk engatur
hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang
semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang
sesuai dengan tuntutan reformasi.

7. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan Ketetapan MPR RI
Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia mengawali
perubahan UUD NRI 1945.

8. Dari proses perubahan UUD NRI 1945, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: (a)
Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan
yang dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999,
Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002; (b) Hal itu terjadi karena materi
perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada
masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil
putusan. (c) Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara
sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada
materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.

9. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di
Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak
boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undangundang isinya dianggap
bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas
undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian
konstitusionalitas suatu undangundang kepada Mahkamah Konstitusi
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PERTEMUAN 5

Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam
Demokrasi

A. Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri,
menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep
kewajiban dan hak warga negara serta bentuk hubungan keduanya baik dalam bentuk tulisan
maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan
profesional diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara
dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan
musyawarah untuk mufakat; mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan
warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; dan melaksanakan proyek belajar
kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan
warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah
raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep
kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat
wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan
yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan
Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat.
Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide
dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah
mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa,
alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing
terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan
mereka. Coba Anda cari bukti-bukti akan hal ini dalam buku-buku sejarah perihal kehidupan
kerajaan-kerajaan nusantara.

Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak
hanya berkutat pada ranah kewajiban an sich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum
penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut
kemerdekaan yang berpanta rei, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak
perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi
modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham
akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar
menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan
kekerasan,akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam
sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “strong sense ofentitlement”.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan
keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
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diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang
harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori orelasi”
yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan
kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain,
dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang
hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai
dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill
(1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling
fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang,
menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi
kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah
perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol,
namun pebuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan
merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan
politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut
hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah
rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga
negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban,
setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain.

B. Perlunya Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pada uraian di atas Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia
semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban
dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap
penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan
yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan
politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis
kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi
pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas
tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal
karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar rakyat yang tertindas akhirnya
memberontak menuntut hak-hak mereka.

Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala
hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya maka terjadilah perlawanan
kaum tertindas dimana-mana menuntut hakhaknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak
mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa
ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan
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sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk
menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak
Negara dan Warga Negara Indonesia

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa).
Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan
adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas
hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John
Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan
selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta,
Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Anda tentu saja telah mengenal
ketiga peristiwa besar tersebut. Namun agar pemahaman Anda semakin baik, simaklah
ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut berikut ini.
a. Magna Charta
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah
pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta
keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan
pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan
yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut
berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
b. Revolusi Amerika
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi
Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat
menjadi negara merdeka tanggal 4 Julil776 merupakan hasil dari revolusi ini.
c. Revolusi Prancis
Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis
XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de
I’lhomme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan
oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty),
kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite).

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai
bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak
asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember
1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia).

Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di
Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan
bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan
pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode (Manan, 2001), yaitu periode
sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945—sekarang).
Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap
periode tersebut: siapa aktornya dan bagaimana titik berat perjuangannya.

Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah, berjudul Universal
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Declaration of Human Responsibilities (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Naskah ini
dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcom Fraser, Jimmy
Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hassan Hanafi yang bekerja
selama sepuluh tahun sejak bulan Maret 1987.

Mengapa muncul deklarasi ini? Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada
tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di dunia Timur, konsep
tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai
penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan
kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab
merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap
kebebasan yang dimiliki orang lain. Dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa
pembatasan. Maka dari itu lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula
tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita
miliki lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Dihimbau agar hak
atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa
mengindahkan kebebasan orang lain. Dianjurkan agar orang yang memiliki hak juga
berusaha aktif agar orang lain juga dapat menikmati hak itu. Dikatakan pula bahwa “kita
harus melangkah dari ‘kebebasan untuk tidak peduli’ menuju ‘kebebasan untuk
melibatkan diri’”.

Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat
yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan
kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada
suatu kaidah emas (Golden Rule) yang perlu diperhatikan yakni. “Berbuatlah terhadap
orang lain, seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda”. Dalam bagian Preambule
naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara ekslusif dapat menimbulkan
konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabaikan tanggung
jawab manusia dapat menjurus ke chaos (Budiardjo, 2008).

Secara Sosiologis, Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang
sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi
Kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang
sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi
sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar
kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih
tragis, anakanak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling
menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak
serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur
sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca
situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental
yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita (Wirutomo,
2001).

Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur
kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang
kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit,
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sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan
(wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat
munculnya kebencian sosial budaya terselubung (sociocultural animosity). Gejala ini
muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde
Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara
pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas
menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya.
Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih
sering horizontal, antarsesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik
yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita
menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (self destroying nation). Ciri
lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka
(manifest  conflict) tetapi yang lebih  berbahaya lagi adalah  konflik
yang tersembunyi (latent conflict) antara berbagai golongan. Socio-cultural animosity
adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan
perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur
keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat
mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di
masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa,
organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).

Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap
keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah
masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara
dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia
hanya bisa bertahan lebih kokoh jika bediri di atas landasan pengelolaan pemerintahan
yang sanggup menjamin kesimbangan antara pemenuhan prinsip
kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen
kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (individual
rights) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk
mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan
kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara
Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era
reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan
reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen
bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang
menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

a. mengamandemen UUD NRI 1945,

b. penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI), menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi
manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan
daerah, (otonomi daerah),
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c. mewujudkan kebebasan pers
d. mewujudkan kehidupan demokrasi.

d. Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah
Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut
disajikan  bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945
sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.
1. Aturan Dasar Ilhwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur
dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945,
ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun dengan
perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah  asli dan rumusan
perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap
warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal
31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang
upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945:
“Pemerintah  memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Ogburn (seorang ahli
sosiologi ternama), bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat
dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non material (sikap, perilaku,
dan kebiasaan). Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti
diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang
Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan
dan kecanggihan IPTEK tersebut.
Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta
dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari
pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih
terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan
dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan
berkembang. Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa
arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan
jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih
adalah sebagai berikut:
a. menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan
kepribadian bangsa;
b. menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa;
c. menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah
sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.
2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Bagaimana Ketentuan Mengenai Perekonomian Nasional diatur dalam UUD
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NRI Tahun 1945? Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam Bab XIV
dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33
dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945,
judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri
atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat.

Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI
1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang
perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1),
(2), dan (3) UUD NRI 1945. Mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai
ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada
sebelum perubahan UUD NRI 1945.

Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD NRI Tahun
1945? Sebelum diubah Pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat.
Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 ayat.
Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan
konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan
sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih
lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya
mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state),
sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya.

Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan
gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan:
“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”.

3. Aturan Dasar lhwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara
Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep
pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun
setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan
menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah
perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI
1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI
1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung
pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya?
Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

4. Aturan Dasar lhwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI
1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hakhak dasar
warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat
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pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen
keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur
tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur
perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.

Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam
UUD NRI Tahun 1945. Coba Anda analisis pasal-pasal tersebut di atas. Hakhak
asasi apa saja yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945? Anda
bandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (Universal
Declaration of Human Rights). Adakah kesamaan (commonality) di antara
keduanya? Adakah hal yang spesifik yang diatur dalam UUD NRI Tahun
1945 yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam The Universal
Declaration of Human Rights?

Dianutnya rezim HAM vyang detail dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukan
bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah
Anda dengan pernyataan tersebut?

e. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara
melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni
kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak
lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara
tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan
warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan,
perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.
a. Agama
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan
bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman
prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air
kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima
penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut
berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang
Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama
setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan
kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD.

Jadi, paham KetuhananYang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat
primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan
bangsa Indonesia. ltulah sebabnya Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945
menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagamaan)
harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam
UUD NRI 1945.

b. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain
saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya
pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja
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ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan
dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban.

Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD NRI tahun 1945
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UUSPN lebih lanjut
dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus
melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025
pendidikan nasional menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS DAN
KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Kecerdasan yang kita maksud
adalah kecerdasan yang komprehensif. Artinya, bukan hanya cerdas
intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional,
sosial, bahkan kinestetis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara
komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif.

c. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh
masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya
kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai
kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan,
baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil
pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil
oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai
dan memberi hasil lebih baik.

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam
sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu?
Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas
kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan
pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi
kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan
mayoritas rakyat. Dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan dari
pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni sektor ekonomi baik sektor
produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak,
memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh
rakyat banyak.

d. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal
30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama,
dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa
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komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Coba Anda
jelaskan apa tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta?

Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNl dan Polri, baik
dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan
akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak
dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya
ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan
undangundang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk
membentuk  undang-undang.  Pengaturan  dengan undang-undang
mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis
dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai
kepentingan rakyat.

RANGKUMAN:

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak
dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu
yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu
tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan
warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik,
bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara,
sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga
negara.

3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam
UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak
asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan
kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan
dalam suatu undang-undang.

4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika
dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang
dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan
adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat
berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia
menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya
harmoni antara hak dan kewajiban.

5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika
terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal
UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan
undangundang yang menyertainya.
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6.

Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan
segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya
keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan
warga negara.
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PERTEMUAN 6
NEGARA DAN WARGA NEGARA

Setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga
negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang,
apalagi menjadi negara maju apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari
sebuah negara, tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau.

Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari
sekelompok orang. Namun untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali
penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu,
sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk
mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara

Sebut saja kasus pelanggaran batas negara. Spontan dan tanpa dikomando oleh pemerintah,
warga negara Indonesia akan berusaha membela kehormatan negaranya sebisa mungkin.
Hanya saja kadang cara yang digunakan tidak selalu benar dan tidak sesuai dengan keinginan
pemerintah.

1. Memperkenalkan Budaya Bangsa

Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara akan membentuk rasa cinta
tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal
dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah
tangga yang berasal dari produksi dalam negeri.

Lebih dari itu, seorang warga negara yang telah memiliki keterikatan emosional dengan
negaranya akan memperkenalkan budaya bangsanya ke orang-orang luar negeri tanpa disuruh
pemerintah. Baca juga : Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat

Misalkan saja seorang WNI yang sedang kuliah di U.S.A dan telah memiliki ikatan emosional
yang kuat dengan Indonesia akan tetap mengonsumsi tempe sebagaimana kebiasaannya di
Indonesia. Dia juga akan memperkenalkan kesenian dari Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan
asli Indonesia seperti ramah dan menjaga sopan santun yang menjadi adat orang Indonesia.

Apakah anda ingat dengan kebudayaan Jepang yang mendunia. Mulai dari baju Kimono, jenis-
jenis makanan khas Jepang, hingga bahasanya. Semuanya dikarenakan rasa nasionalisme dan
cinta tanah air warga negara Jepang. Sehingga seluruh aktivitas dimanapun warga Jepang
berada, mereka selalu berusaha memperkenalkan kebudayaannya kepada dunia dan terus
memegang budaya Jepang di manapun ia bertempat.

2. Taat Aturan Negara

Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi
kepercayaan yang tinggi kepada negara. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat
untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Karena itulah ia akan berusaha sebisa
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mungkin mematuhi aturan negara. Baca juga : Cara Menanamkan Kesadaran Hukum Pada
Warga Masyarakat

Warga negara yang sudah terikat emosionalnya dengan negara secara spontan juga akan
membantu negara menegakkan hukum. Contoh bentuk perwujudannya adalah dengan menjaga
kelakuan agar tetap tertib bermasyarakat, menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan
negara dan membantu aparat negara bila dimintai bantuan.

3. Berusaha Mengharumkan Nama Negara

Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha
pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam
bermasyarakat, baik di wilayah dalam atau luar negeri. Baca juga : Penyebab Terciptanya
Masyarakat Majemuk dan Multikultural

Selain itu, dia akan terus belajar dan berlatih agar dapat memberikan suatu prestasi yang
membanggakan negara, meningkatkan reputasi negaranya di kancah internasional. Sebagai
timbal baliknya, negaralah yang akan memberikan fasilitas penuh kepada warga negara yang
sedang berjuang mengharumkan nama negara. Mulai dari bonus hadiah, transportasi dan segala
macam akomodasi yang dibutuhkan warga negara akan dipenuhi negara.

Segala hal yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya merupakan upaya mencapai
tujuan-tujuan negara dan usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada warga negara.
Sementara tindakan yang dilakukan warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan
kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Tujuan Negara Indonesia

Sebelum negara ini benar-benar tegak seutuhnya, para pendahulu kita telah menentukan akan
dibawa kemana arah perjuangan negara Indonesia. Mereka pun membuat Undang-undang
Dasar, lambang negara dan atribut negara yang lainnya. Tentunya hal tersebut telah dipikir
masak-masak dan lolos dari proses panjang. Baca juga : BPUPKI

Tujuan negara Indonesia telah ditetapkan terlebih dahulu, sebagaimana sebuah gerakan yang
terorganisir selalu memiliki tujuan yang pasti dan dapat memberikan alasan yang tepat
mengapa organisasi atau pergerakan itu harus didirikan. Menurut pembukaan UUD Kita,
Indonesia memiliki 4 tujuan utama, yaitu :

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Tujuan tersebut selalu dibacakan kembali pada saat upacara bendera. Baik itu upacara rutin
hari Senin di sekolah maupun upacara peringatan hari kemerdekaan RI. Baca juga : Peran
Generasi Muda Dalam Mengisi Kemerdekaan

4 tujuan utama penyelenggaraan negara di atas membuat Indonesia harus berusaha
mewujudkannya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan manusia sebagai subjek yang aktif.
Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban sebagai
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warga negara. Hak dan kewajiban ini diberikan sebagai salah satu upaya mencapai 4 tujuan
besar di atas.

Warga Negara
1. Hak

Setiap warga negara memiliki hak perorangan. Hak individu tersebut dapat anda lihat dalam
UUD 1945, tepatnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Beberapa contoh hak warga negara
yang mutlak didapatkan oleh setiap individu yaitu sebagai berikut :

Hak hidup aman

Hak berpendapat. Baca juga : Tugas dan Fungsi MPR

Hak berkumpul

Hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya. Baca juga : Cara Mencegah
Radikalisme Dan Terorisme

Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Baca juga : Pentingnya Pendidikan Karakter
Hak meneruskan anak keturunan

Hak bertumbuh kembang dengan baik

Hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Baca juga : Lembaga Penegak
Hukum

Tentunya sebelum dapat menuntut hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara,
seseorang harus sudah dipastikan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ingatlah, tidak
semua penduduk di suatu negara merupakan warga negara tersebut. Baca juga : Pelanggaran
Hak Warga Negara

Secara hukum, WNI adalah orang asli Indonesia dan orang dari bangsa lain yang telah melewati
proses naturalisasi dan sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Ketetapan tersebut dibuat oleh negara dan menjadi sah karena dimasukkan ke dalam UUD
1945 Pasal 26. Baca juga : Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara
serta bangsa dan negara

Sampai saat ini, ada beberapa kasus di Indonesia yang mencerminkan kurang mampunya
negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Namun kita tidak bisa begitu saja menyalahkan
lembaga-lembaga negara atas adanya beberapa orang atau sekelompok orang yang belum
mendapatkan hak-haknya. Baca juga : Hak perlindungan Anak

Negara Indonesia sangat luas, penduduknya yang ratusan juta jiwa sudah sangat merepotkan
beberapa orang yang ditugaskan menduduki jabatan di Trias Politica. Daripada menunggu hasil
sempurna dari pemerintah, kita sebagai warga negara seharusnya lebih aktif menjalankan
kewajiban sebagai warga negara agar dapat membantu pemerintah memenuhi hak-hak warga
negara yang belum terpenuhi.

2. Kewajiban

Dalam hubungan apapun, tidak ada hak yang boleh dituntut jika belum kewajiban belum
dijalankan dengan baik. Kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik dapat
membantu memajukan negara. Kewajiban ini pula yang membuat tujuan sebuah negara cepat
tercapai. Dibutuhkan kerjasama yang kompak agar warga negara dapat turut berkontribusi
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dalam proses pembangunan negara. Jangan sampai hanya menjadi beban negara yang pada
akhirnya malah melemahkan sendi kehidupan di negara itu sendiri.

Berikut adalah contoh kewajiban warga negara yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut hak
sebagai warga negara :

e Bela Negara

Gerakan Bela Negara (GBN) sekarang ini semakin banyak diselenggarakan. Sasaran utamanya
adalah generasi muda yang kebanyakan masih apatis terhadap kondisi negara. Ke depan,
tantangan untuk Indonesia di arena global akan semakin berat dan ketat. Gerakan Bela Negara
yang sangat gigih disemarakkan oleh TNI bertujuan untuk menyiapkan mental bangsa
menghadapi masa sulit tersebut. Baca juga : Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara

Selain dengan mengikuti pelatihan bela negara, kita yang belum berkesempatan mengikuti
pelatihan tersebut tidak boleh hanya diam menunggu. Harus ada keaktifan dari warga negara
sebagai ungkapan terima kasih kepada negara yang telah menghidupi. Contoh kegiatan yang
dapat mencerminkan bela negara diantaranya :

Belajar dengan giat. Baca juga : Cara Meningkatkan Semangat Belajar
Berusaha tidak ketergantungan dengan produk impor

Update berita perkembangan negara dan persaingan global

Menjaga keamanan lingkungan rumah

Berusaha membantu saudara yang terkena musibah

Berusaha menghasilkan karya inovatif yang berguna bagi masyarakat
Patuh dan hormat kepada guru dan orangtua di manapun tempatnya
Mengikuti upacara bendera dengan khidmat

Negara

Fungsi-Fungsi Negara

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat Negara yang sukses dan maju adalah negara
yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial
kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan
damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala
macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat
warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Sifat Negara
1. Sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan

fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya
anarkhi

2. Sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan
bersama dari masyarakat
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3. Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa
terkecuali.

Bentuk Negara
1. Negara kesatuan (unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana
kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat, terbagi
atas dua, yaitu :
= Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam
Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat.
= Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
2. Negara serikat ( federasi) aalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara
yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan
kerjasa yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama

Unsur-unsur Negara

1. harus ada wilayahnya

2. harus ada rakyatnya

3. harus ada pemerintahnya

4. harus ada pengakuran dari Negara lain
5. harus ada kedaulatan

Tujuan Negara

1. Perluasan kekuasaan semata

2. Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain
3. Penyelenggaraan ketertiban umum

4. Penyelenggaraan kesejahteraan Umum

Negara bukanlah makhluk hidup. la tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya subjek yang
aktif menggerakkan. Para penggeraknya adalah rakyat. Di antara rakyat yang banyak dan
beragam tersebut, ada peran-peran tertentu yang diserahkan kepada beberapa orang untuk
menyelenggarakan negara. Baca juga : Peran Ibu Negara

Beberapa orang yang dipilih oleh rakyat banyak akan menduduki jabatan di pemerintahan.
Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mampu menjadi penyelenggara pemerintahan agar
negara dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Montesgieu membagi mereka
ke dalam 3 golongan Trias Politica :

1. Eksekutif : Presiden dan Wakil Presiden sebagai pusat pemerintahan yang menjalankan
peraturan-peraturan negara.

2. Legislatif : DPR, DPD, MPR vyang bertugas membuat dan mengesahkan peraturan
perundang-undangan negara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

3. Yudikatif : KY, BPA, MA, MK, Kepolisan harus dapat mengawasi pelaksanaan
penyelenggaraan negara dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.


https://guruppkn.com/peran-ibu-negara
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3 buah lembaga negara di atas yang akan berusaha memenuhi hak-hak warga negara secara
resmi. Sementara itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa saja yang menjadi kewajiban
dan hak negara saya akan menjelaskannya lebih lanjut.

1. Hak
Sebagai tanah air yang didiami secara turun temurun, tanah yang telah memberi kesejahteraan

air dan berbagai kebutuhan hidup manusianya maka sudah selayaknyalah warga negara
memberikan balasan. Baca juga : Peran Globalisasi di Indonesia

Balasan yang dapat dipersembahkan oleh warga negara yaitu usaha membela tanah air. Negara
berhak mendapatkan pembelaan dari warga negaranya. Negara juga berhak mendapatkan
keharuman nama baik di kancah internasional yang diusahakan oleh warga negaranya.

2. Kewajiban

Sebuah negara yang ideal adalah negara yang dapat memenuhi hak-hak warga negaranya.
Sederhananya, tugas utama negara kita juga memenuhi hak warga negara. Tentang apakah
sudah terlaksana atau belum, itu merupakan persoalan lain.

Negara harus dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada penduduk dan
warga negara yang berdiam di wilayahnya. Negara juga harus melakukan pembangunan secara
merata di seluruh wilayah bagian negara

Pengertian Warga Negara

Adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Secara umum yaitu anggota
suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.Warga Negara
Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa
lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara. Bangsa Indonesia asli adalah Orang-
orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia,
serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya). Warga negara diartikan sebagai orang-orang
yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara
lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba
atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari
suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.
Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga
negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Warga negara merupakan
terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti; warga negara, petunjuk dari
sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula.
Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan.
Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara.

Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Penduduk ialah
warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai
warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945).
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Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia. Asas—asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu sanguinis,
asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak
dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak
warga terhadap negara.

Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganeggaraan ) yaitu:

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian

pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI.

e Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI .

e Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA.

e Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA.

e Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberiikan
kewarganegaraan pada anak tersebut.

e Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka
harusdisertai pengakuan dari ayahnya.

e Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.

e Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan
ayah ibunya.

Pengertian Hukum Negara

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial
antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang
berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan
kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas
kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif
hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum
internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari
perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa
"Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani
yang merajalela."

Bidang hukum

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum
perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum
tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum
bisnis, dan hukum lingkungan.

Hukum pidana

Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestata bagi barang
siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam
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undang-undang pidana. Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan
pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang
tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat,
contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran
ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak menggunakan helm,
tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Hukum perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam
masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum
sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau
kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

Hukum keluarga

Hukum harta kekayaan

Hukum benda

Hukum Perikatan

Hukum Waris

Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum
formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang
berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum
materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang
menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk
menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum
materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha
negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai
terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem hukum

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada
saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum
Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.

Sistem hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai
ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan
lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara
yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu
keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim
selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika
Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian
Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa
Kontinental Napoleon).
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Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat
pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.Pendapat para
ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

Sistem hukum adat/kebiasaan

Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu
wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat.
Sistem hukum agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem
hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

D. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan,
melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat
dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau
wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan
dan kesejahteraan rakyat dan negara. Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari
bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti
kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau
Pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi
kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan
dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan
eksekutif. (C.F. Strong).Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh
Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri;
jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja,
melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk yudikatif dan legislatif.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara,
sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan
fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata).Pemerintah adalah organisasi
yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di
wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat
bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan,
Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam
cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Proses dimana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi fungsinya banyak dirumuskan
oleh sarjana pemerintahan seperti Rosenbloom atau Michael Goldsmith yang lebih
menegaskan pada fungsi negara.Sementara itu, dari aspek manajemen, pemerintahan terkait
dengan fungsi fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi,
pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.Hal ini digambarkan oleh Karl W
Deutsch bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa kapal di tengah samudra.
Di Athena sendiri, fungsi fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi
peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer dan polisi.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu:
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1.Fungsi pelayanan (public service)

2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)
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PERTEMUAN 9

Demokrasi Indonesia

A. Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya
kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis
memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk
berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu
ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan,
pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara
terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan
tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses
berdemokrasi dalam suatu sistem politik.

Dalam Bab ini Anda akan mempelajari hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi
Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sejalan dengan kaidah pembelajaran
ilmiah yang aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun
argumentasi dan memdeskripsikan kembali esensi dan urgensi demokrasi Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 baik secara lisan dan tulisan.

Setelah mempelajari bab ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan; teguh
pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang
bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945; mampu menganalisis hakikat, instrumentasi,
dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai
wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan dan

mampu mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional tentang problematika interaksi
antar hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan UUD NRI 1945 sebagai wahana kolektif penyelenggaraan negara yang sejahtera dan
berkeadilan.

Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita atau
mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka, yang
dinyatakan dalam ungkapan: “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”. Orang Jawa,
secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan
rakyat Jawa untuk pepe (berjemur) di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan
persoalan hidupnya kepada Raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang,
bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul,
artinya sanggul (dandanan rambut) yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang
di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006).

Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani
Kuno, yakni “demos” dan “kratein”. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah
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mengenal kata demokrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh
pengetahuan awal yang Anda miliki. Adakah perbedaan pendapat di antara Anda?

Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam “The Advanced
Learner’s Dictionary of Current English (Hornby dkk, 1988) dikemukakan bahwa yang
dimaksud dengan “democracy” adalah:

(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their
elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of
citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of
rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in
which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep
kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin
kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “rule of law”,
adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok

minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.
Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan
Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the
people, and for the people”.

Karena “people” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabottinggi (2002) disikapi
sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “otocentricity” atau otosentrisitas yakni
rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep
demokrasi diterima sebagai “...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang
juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang
dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan” (USIS,
1995).

Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi
adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government
from the people, by the people, and for the people”. Jika demokrasi dipahami sebagai
sistem kehidupan kenegaraan seperti definisi pertama, apa saja prinsip, atau pilar
penyangganya sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan
demokrasi?

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai
sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan
Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas,
Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan
Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional,
Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama
dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional
menurut UUD 1945, yakni: "Demokrasi yang BerKetuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi
Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of
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Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi
Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi
Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

Pada bagian pengantar telah dikemukakan bahwa suatu negara mempunyai ciri khas dalam
pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara
yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya.
Negara Indonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang
berkedaulatan rakyat. Tahukah Anda, di mana pernyataan tersebut dirumuskan?

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan
demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo dalam buku DasarDasar IImu Politik (2008),
demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang
masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan
pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari
demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki
tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta yang dikenal
sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Moh. Hatta, kita sudah
mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa.
Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan
tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong.
Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi
Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak
hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai
tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada
awalnya dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian demokrasi saat itu hanya
memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa.

B. Perlunya Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik
demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media
jejaring sosial adalah (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) Krisis
partisipasi politik rakyat; (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan 4) Demokrasi
saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk
berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.
Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: (a) Pendidikan
yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik;(b)
Tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan (c) Partisipasi politik rakyat
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kurang mendapat tempat oleh Pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi
ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan
masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh
satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi
akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur
kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di
mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat
(demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi,
pendidikan, dan sebagainya).

Atas dasar kenyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak

Anda. Misalnya:

1. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui
Pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen?

2. Mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui Parlemen kelompok elit dapat
mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri
yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

3. Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,
maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan
loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi
mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?

4. Mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun
informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan
mereka sendiri?

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari
Pancasila
Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat
kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak
dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena
kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul
kembali dengan penuh keinsyafan.

Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu
bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran
Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan
antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik
perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan
yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan
pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat.
Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam
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budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa
di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali (Latif, 2011). Mengenai adanya
anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam
analisis berikut.

Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di
alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh
ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup tekenal pada
masa itu bahwa “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan
Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur
Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang
menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila
bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan
feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai
faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama
oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang
untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang
mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya
merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi
seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu
membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan
secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau:
“Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karena pembuluh/bambu,
bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan
institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa
yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan
pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja
ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan
tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum
pergerakan ~ bahwa  demokrasi  asli  Nusantara  itu  kuat  bertahan,
“liat hidupnya”, seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau “indak lakang dek
paneh, indak lapuak dek ujan”, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan
(Hatta, 1992).

Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli nusantara, yaitu hak untuk
mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil,
dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak
senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol
berkumpul di alunalun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang
mengekspresikan  suatu  bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat
yang sabar melakukan itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan
situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan
yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang
untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang
dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi
Indonesia yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu (Latif,2011).
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2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari
keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid,
Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti.
Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan
hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan
jiwa Tauhid (Latif, 2011). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak
pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah
kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, enghendaki
tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992)

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di
hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak
antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan
itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran
(tabligh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka.
Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan
kehidupan, kehormatan, hak-hak,dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya
itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilian-
pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial
yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan
meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif, 2011).

Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis
berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini
tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum
kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa, “Melayu pantang
membantah”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi “Raja adil, raja
disembah; raja zalim, raja disanggah”. Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang
mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem “kasta” baru yang dipaksakan
oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956).
Dalam pandangan Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa
transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam
perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber
yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan
kebangsaan.

3. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat ertumbuhan
demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh
pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya
muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (ltalia),
yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan
Roma ini kemudian menyebar ke kotakota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice.
Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar
abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian
lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Setidaknya sejak petengahan 1300 M,
karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di
Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992).
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Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa
Renaissance (sekitar abad ke-14 — 17 M), setelah memperoleh stimuls baru, antara lain,
dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong
kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517
hingga tercapainya kesepakatan Whestphalia pada 1648, yang meletakan prinsip co-
existence dalam hubungan agama dan Negara—yang membuka jalan bagi kebangkitan
Negara-bangsa (nation-state) dan tatanan kehidupan politik
yang lebih demokratis.

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat,
memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi-politik
yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki
titik-temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara
umum menolak individualisme.

D. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif?
Tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah
mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai
sejak berlakunya UUD 1945 (l), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (Il)
dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Ihwal
postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga
permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD).

Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk
membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya
berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD (Asshiddigie dkk, 2008).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga
permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan
lembaga tertinggi Negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Dengan ketentuan
baru ini maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Kita.
Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi
MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances
(saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara.

Dalam kaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, timbul
kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat
(2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3)
UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling
mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai
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DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini.

Berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah Amandemen UUD
1945? Jika diperhatikan ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah
penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni
susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Apa sebenarnya maksud adanya
ketentuan bahwa anggota DPR itu semuanya dipilih melalui pemilihan umum? Coba
Anda diskusikan bersama teman belajar Anda

3. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD
1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal
22 Cdengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas?
Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi
rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah
dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita
yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita
harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya
Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang
matang (maturation democracy). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan
bagi segenap kompnen bangsa.

E. Demokraasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang
beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat
khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing.
Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai
dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita
kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional
UD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila”
yang dipesankan oleh para pembentuk negara R1, sebagaimana diletakkan di dalam UUD
NRI Tahun 1945 (Sanusi, 1998).

Sungguh indah konsep dan norma-norma demokrasi kita bukan? Tentu saja semua
berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun, dalam
kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh.
Jika kenyataannya demikian yang terpenting harus diketahui adalah faktor
penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat.

2. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?
Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di
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3.

dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh
pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.

Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik

dan Pejabat Negara?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman al-Qanuni untuk mengadu bahwa tentara

sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan
itu, Sultan Sulaiman berkata kepada Wanita itu, “Seharusnya kamu menjaga ternakmu
dan jangan tidur”. Mendengar perkataan tersebut wanita tua itu mejawab, “Saya mengira
baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman” (HikmahDalam
Humor, Kisah, dan Pepatah, 1998). Sikap terbaik jika
memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang
memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari
Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan
yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila
ia beriman dan bertakwa maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai
amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik

RANGKUMAN:

1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti
rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi,
demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat

2. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada
pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai
salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan
bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya

3. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar
Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan
tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai
Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

4, Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan
nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi
kekuasaan pemerintahan dan menjamin hakhak dasar warga negara

5. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan
kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal
telah terrumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut.

6. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting
dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara
yakni kesejahteraaan dan keadilan.
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PERTEMUAN 10

Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural

A. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan
dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas
kekuasaan belaka. Anda sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari
masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang
hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan membahas tema penegakan hukum
mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi penegakan
hukum yang berkeadilan; (2) Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang
berkeadilan; (3) Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang
berkeadilan; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan

tantangan penegakan hukum yang berkeadilan; (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi
penegakan hukum yang berkeadilan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya
penegakan hukum yang berkeadilan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman
Anda tentang tema di atas, pada bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut dan Penyajian:
Proyek Belajar Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan
memiliki kompetensi yakni: peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional,
sosial-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Anda
mampu menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks
kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan

negara hukum yang berkeadilan; dan Anda mampu menyajikan mozaik penanganan kasus-
kasus terkait dinamika historis konstitusional, sosialpolitik, kultural, serta kontemporer
penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum?
Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan
masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang
menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang
menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada
masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang
kedua?

Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo
homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki
keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu
yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen
mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak
mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106 — 43
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SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibiius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada
hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya
semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda
disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut
Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan
aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga
ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih
luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan
kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut
menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas
dengan nama teori negara kesejahteraan.

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern.
Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara
hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara
yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan,
pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada
umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan Negara Republik Indonesia?

Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada
alinea ke-4 sebagai berikut:

... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial....

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan
Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan
Kranenburg, yakni:

1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2) memajukan kesejahteraan umum

3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Anda dianjurkan
untuk mengkaji Bab IX, Pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan
bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
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peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan
keadilan?

Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah
Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain
lembaga negara tersebut, dalam UUD NKRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang
diatur dalam undang-undang.Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No.
48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki
kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman
memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

Bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan

keadilan?

Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh
negara-negara di dunia: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan; (2) mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan.
Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang
peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini
dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang
didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan
keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga
pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita
memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

Dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama
dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc,
misalnya peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

B. Perlunya Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang
positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap
hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum
baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan
masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN.

Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah:
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e Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang
belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap,
perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji);

eMasih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran,
pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain);

e Maraknya kasus-kasus ketidakadilan  sosial dan hukum yang belum
diselesaikan dan ditangani secara tuntas;

e Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah
tetapi tumpul ke atas, dan Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam
bidang perpajakan.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan

pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara Kritis
terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat
diajukan:

(1) Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat
penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan
praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat
melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi masalahmasalah tersebut telah
menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan;

(2) Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan
mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM,
bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramabh,
santun, dan toleran? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah
konflik dan kekerasan?;

(3) Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-
kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara
tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan
kekerasan?;

(4) Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan
“bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini
merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi
sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab
dalam penegakan hukum di Indonesia?;

(5) Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai
Wajib Pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan
negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana Wajib Pajak berusaha melakukan
penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum
sebagaimana yang dilakukan PT. Asian Agri pada Tahun 2002-2005. Siapa yang
bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum di bidang

perpajakan?

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Penegakan Hukum yang
Berkeadilan di Indonesia

Mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara Rl adalah “melindungi warga
negara atau menjaga ketertiban” selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam
tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakanbahwa
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“negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
melaksanakan ketertiban dunia”

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan
warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum.
Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia
lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara,
serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua
pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan
antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah
jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan
perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan,
pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum
maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan
ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala
tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum
atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum.
Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk
mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan
secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat
terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo,
1986:130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu
harus diperhatikan yaitu: (1) Gerechtigheit, atau unsur keadilan; (2) Zeckmaessigkeit,
atau unsur kemanfaatan; dan (3) Sicherheit, atau unsur kepastian.

1) Keadilan

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya
bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil.
Pelaksanaan hukum vyang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat,
sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat
tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan
terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

2) Kemanfaatan
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Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan
memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh
karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau
kegunaan bagi manusia.

3) Kepastian hukum

Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan
hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-
wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut
pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila
terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat
penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian
hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas
sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal.
Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-
perintah dan larangan larangan. Contohnya: untuk Hukum Pidana terdapat dalam Kitab
UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Dalam hukum material telah

ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan
hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman
hukuman terhadap tindakan melawan hukum.

Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang
mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan
hukum material. Contohnya: hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara
inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara,
maka hukum material tidak dapat berfungsi.

Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan
melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan (vonis). Dengan
kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang
memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan
dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum
material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal
hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang
berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus
menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan
Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya
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memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga
kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan

UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih

penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum.

Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum,

tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar

masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga

negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada

hukum.

1. Lembaga Penegak hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga
aparat penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang berfungsi utama sebagai
lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut;
Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga
Penasehat atau memberi bantuan hukum.

2. Lembaga Peradilan

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam
berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian
pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, ingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan
wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat.
Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan
peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili
golongan/kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan
peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perdata maupun perkara
Pidana.

D. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

= Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara
yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik
suap, perilaku premanisme, dan perlaku lain yang tidak terpuiji

= Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA,
tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris.

= Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum vyang belum
diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
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Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat
perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau
melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu
ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah.
Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa
keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat
bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum
bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi
secara terus menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan
maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu,
tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi
persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala
strata kehidupan masyarakat.

Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang
dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak
mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur
penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang
dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus
tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba
menyuap, misalnya.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara
termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus menerus.
Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba
melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara
profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

E. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya
ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-
pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/ penegakan
hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga
masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan
hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan
masyarakat “kacau” (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan
menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan
perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak
hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,
upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus.
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RANGKUMAN:

1.

Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai
wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara
sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun
dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (sovereignity) yang
tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.

Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan
penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka
para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan
hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hakhaknya
terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu
diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan
UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor
sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum
yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain
lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian
adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai
lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus
perkara.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi
UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu: 1)
Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan 4) peradilan Tata
Usaha Negara.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan
peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan
peradilan khusus karena mengadili perkaraperkara tertentu dan mengadili golongan
rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai
lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan
secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat
kasasi.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan
secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
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masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan
kewajibannya.
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PERTEMUAN 11

Wawasan Nusantara

A.Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) bangsa Indonesia yang
selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa
terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa
memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan
keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah
menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. la menjadi landasan
visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui
Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh
dalam praktek kehidupan bernegara.

Pada pembelajaran Bab VIII ini, Anda akan mengkaji Wawasan Nusantara sebagai salah satu
konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah
pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun
argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan
maupun lisan.

Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan
mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan
Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Anda juga mampu mengevaluasi dinamika
historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif
kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; dan mampu

menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait dinamika historis, dan
urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan
kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

Sebelumnya dikatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national
outlook) bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti Wawasan
Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etiomologis
dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua
kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya
pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya
pulau dan antara. Kata “nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan.
Sedangkan dalam bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti
semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata “nusa”
juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti
bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata "nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan
dan bangsa.
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Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti
antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan
kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam
bahasa Sanskerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa
ditafsirkan bahwa kata ”"antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau
laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata ”“nusa” dan ”antara” menjadi kata
nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang
dihubungkan oleh laut.

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti diapit atau
berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada
ditengah-tengah antara dua benua dan dua samudra (Pasha, 2008). Bunyi sumpah tersebut
sebagai berikut;

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada,
“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring

Seran, Tafjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang,
Tumasik, samana isun amukti palapa”.

Artinya:

Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. la Gajah Mada,

“Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika
mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda,

Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengggantikan
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara Kongres Pemuda Indonesia |l
tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti
Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang
berarti Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau. Dengan demikian kata nusantara
bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-
pulau) yang berada di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan
dua benua yakni Benua Asia dan Australia.

Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah
tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah
menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian
sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan nusantara secara terminologis.

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa
Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri
anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa?

Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat
digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misal, daerah
Pacitan yang banyak goa-goanya dikenal sebagai kota Seribu Goa, Bogor dikenal sebagai
kota Hujan.
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Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa
wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang
wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah.

Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah
Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan
Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton.

Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah
tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah
menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian
sebelumnya, Anda telah mengkajikonsep wawasan nusantara secara terminologis.

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa
Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri
anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa?
Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat
digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut.

Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai
satu kesatuan. ltulah esensi atau hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat atau esensi
wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Perhatikan rumusan
Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini: “Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

B. Perlunya Wawasan Nusantara

mengapa diperlukan konsepsi wawasan nusantara, sebagaimana dikatakan bahwa wilayah
Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan-
kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki
konsepsi wawasan nusantara? alasan mengapa perlu wawasan nusantara ini
dilatarbelakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu
sendiri.

Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945,
berikut ini:

Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia.
Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuankesatuan di situ.
Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa
kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu
kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar Lautan Pacific dan



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 4
Copyright © September 2025

lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak
kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera,
Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan.
Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau
Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau
penghadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat,
bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang
luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan
Inggris adalah satu kesatuan. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu
kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan
Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah
Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah
yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka
Indonesialah Tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja,
atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap
kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua
samudera, itulah Tanah air kita!

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1998

Berdasar pada pidato di atas, Anda dapat bertanya mengapa diperlukan konsepsi wawasan
nusantara, sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang
sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi
dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

C.Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara

Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep
Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatarbelakangi berkembangnya konsepsi
Wawasan nusantara.
1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara
Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H.
Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan
deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi
tersebut sebagai berikut:
"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulaupulau
yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah
bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah
kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman
ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan
dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan
batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulaupulau Negara Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekaslekasnya dengan Undang-
Undang"
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Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung
dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang
baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan
lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.
Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale
Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama
Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan
pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan
lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air
pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda
tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan
setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut
setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan
bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian
menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.
2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara
Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi

Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah

Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi

kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu

kesatuan.

Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup
pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan,
termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998
dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis
masyarakat Indonesia. Tahukah anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan
terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antarbangsa Indonesia sendiri mudah
bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik devide et impera.

Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada
awalnya berpandangan akan “kesatuan atau keutuhan wilayah” diperluas lagi sebagai
pandangan akan “persatuan bangsa”. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah
dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan
semangat kebangsaan secara terus menerus.

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan
Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan
berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus
1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan
kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan
inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka.
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Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan
yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad
orang-orang di wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu
kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu
dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam
wadah kebangsaan Indonesia.

Selanjutnya bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu
sebagai bangsa? Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi
semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya
belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945
masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial
Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia

masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna
mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan
nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Djuanda 1957. Dengan demikian
Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang
sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau
keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa.

3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara
Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan
di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa
Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah
yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan
dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional,
maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea Il adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi
nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia
Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang

religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan
bersih dalam penyelenggaraan negara.

Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan
konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973,
1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak
lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan
pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002.
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Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan
“Politik” politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia
yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian
asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau
tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi
geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau
ilmu.

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor geografis
pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang
setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat
tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara
faktor—faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Adapun dalam
impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya

Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan
mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan.

Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya
tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori Geopolitik Frederich Ratzel, teori
Geopolitik Rudolf Kjellen, teori Geopolitik Karl Haushofer, teori Geopolitik Halford
Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J.
Spijkman.

D.Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas
dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun
demikian, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk
memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan.
Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan
bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan
bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan
potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna
memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan
wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi
tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang
berbeda sesuai dengan perubahan zaman.

Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan
dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan
dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya
perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya.



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 8
Copyright © September 2025

E.Wawasan Nusantara

Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan

bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat

dari aturan hukum kolonial Belanda yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi

Djuanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan,

di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung.

Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:

a. Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508

pulau.

b. Luas wilayah 5.192 juta km2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta
km2 dan laut seluas 3.166 juta km2. Negara kita terdiri 2/3 lautan /
perairan
Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)

Terletak pada garis katulistiwa

Berada pada iklim tropis dengan dua musim

Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan vyaitu Mediterania dan Sirkum
Pasifik

Berada pada 60LU- 110LS dan 950 BT — 1410 BT

i. Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni)

j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam

@~ oo

>

Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi
konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan
wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang
heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan
kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu.

Cobalah anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang
sebagai satu kesatuan?

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS,
2010)

2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
3. Memiliki keragaman ras

4. Memiliki keragaman agama

5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman
suku bangsa

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu
kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi serta pertahanan
dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan
politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting
sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam
melaksanakan pembangunan.
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1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Memiliki makna:

1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu
kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi
modal dan milik bersama bangsa.

2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara

dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan
bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.

3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan,
sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang
melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik
yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti
bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud
pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Memiliki makna:

1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik
bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh
wilayah tanah air.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa
meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan
ekonominya.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi
yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara
pada asepek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang
memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian
sumber daya alam itu sendiri.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
Memiliki makna:
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1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan
kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama,
merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat
kemajuan bangsa.

2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya
yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan
pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai—nilai budaya lain yang
tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh
bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap
batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup
sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan
bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau
kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak
nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan
hasilnya dapat dinikmati.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan
Memiliki makna:

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk
sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan
bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap
warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasar uraian di atas,
wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan
nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

Dewasa ini, pembangunanan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak
cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Sumber daya alam memiliki
sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sementara itu pembangunan yang terus
berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh
karena itu negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam khususnya
minyak bumi dan gas alam.

RANGKUMAN:

1. Wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala
perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk
Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian
yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, bagian
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dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik
Negara Indonesia.

2. Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan
wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau
Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima
sebagai negara kepulauan (Archipelago state) berdasarkan hasil keputusan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

3. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi
keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan
bangsa dan wilayah.

4. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan
sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap
diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan
bangsa.

5. Esensidari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan
bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari
sila Il Pancasila yakni Persatuan Indonesia

6. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan
dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. Menurut pasal 25 A UUD NRI 1945, Indonesia
dijelaskan dari apek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan
(Archipelago State) yang berciri nusantara.

7. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan
komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara
sekaligus ruang hidup (lebensraum) bagi bangsa Indonesia yang telah menegara.
Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi
perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa
perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing.
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A.

PERTEMUAN 12
KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Ketahanan nasional (national resilience) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan
Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta
memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan
kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna
memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan
suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung
kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu
melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi
ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional
disingkat Tannas. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan
belanegara.

Istilah Ketahanan Nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak
konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas
RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan
nasional sampai sekarang ini.

Marilah kita telusuri istilah ketahanan nasional ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari
kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal
menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk
tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata
“nasional” berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa
dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang—orang yang telah menegara.
Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh
dari sebuah bangsa dalam pengertian politik.

1. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia

Gagasan pokok dari ajaran Ketahanan Nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara
hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa
itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang, cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri.
Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang
tersebut memiliki ketahanan diri.

Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi
ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari
sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu
wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan
nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional
sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).
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Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut
sebagai wajah ketahanan nasional yakni:
a. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin
b. ketahanan nasional sebagai kondisi
c. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan

Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian
pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa
Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam
ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh
karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan
pada ajaran Asta Gatra”. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni
aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah
lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang
berarti delapan aspek atau unsur.

Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita
mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi
tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan
menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra.
Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi
itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi
itu tidak bersifat statis.

Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang
apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak
ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia
menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini,
ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekataan dengan menggunakan
ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna
diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan

terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah GarisGaris Besar Haluan
Negara (GBHN). Pada naskah GBHN tahun 1998

dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus
menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari
hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari
dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan
Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional
bangsa secara utuh dan menyeluruh.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap
aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah
kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup
menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan
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meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan
mendorong pembangunan nasional.

Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik,

ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan

pertahanan keamanan.

a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan
akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang
dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal
penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa.

b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan
demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta
kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan
demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan
kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan
kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai
kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan
membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu,
cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras,
serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai
dengan kebudayaan nasional.

e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi
kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan
dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan

negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada tiga wajah ketahanan nasional.
Cobalah Anda identifikasi, mana rumusan yang mencerminkan masing-masing wajah
ketahanan nasional.

Perihal adanya tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basrie
(2002) bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: 1) sebagai Kondisi,
2) sebagai Doktrin, dan 3) sebagai Metode. Tannas sebagai kondisi adalah sesuai dengan
rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tannas sebagai doktrin berisi pengaturan
penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tannas
sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral
komprehensif menggunakan ajaran Asta Gatra.

2. Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis
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Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia juga
memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik
alamiah dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi
aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang.

Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional.
Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial,
ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik,
ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika
diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengena istilah
ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya.

Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh
dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan
pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional
(ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada
ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada
ketahanan nasional (Basrie, 2002).

3. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945.
Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR
(2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep
yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela
negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap
warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan
dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk
membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha
pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini
berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam
menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan
sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas
bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha
pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masingmasing. Dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan
bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Dalam bagian penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa
upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan
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kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran,
tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep
bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik
maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata” menghadapi
serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi
ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer.

Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan
kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta
berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan
ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara
nonmiliter.

Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer
ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman
terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi
juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.

Yang dimaksud ancaman adalah “’setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar
negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa”. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan
kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-
faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Setelah mengenal jenis-jenis ancaman baik militer dan nirmiliter, diperlukan identifikasi,
bentuk-bentuk bela negara apa sajakah yang dapat dilakukan warga negara. Tentu saja
bentuk atau wujud bela negara disesuikan dengan jenis ancaman yang terjadi.

B. Perlunya Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Ya, negara itu sekarang ini tinggal kenangan.
Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru, seperti Bosnia Herzegovina,
Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah
memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat
pengakuan dari negara lain.

Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar Semenanjung Balkan. Merdeka
pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah
kepemimpinan Josep Bros Tito. Nama resminya adalah "Republik Rakyat Federal
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Yugoslavia” yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul
perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut,
negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari
2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan
Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah
sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan.

Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah
karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi
ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang
atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Cekoslovakia, negara Uni
Sovyet.

Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut
menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Masih ingatkah Anda, pada tahun 1997-
1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis
moneter, yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional
berlapis.

Ada akhirnya patut dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan
nasional? Apa kemungkinan yang terjadi jika kondisi ketahanan nasional tidak kokoh?
Apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang
tangguh?

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Ketahanan Nasional dan
Bela Negara

Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep Ketahanan Nasional di Indonesia ini?
Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul
konsep Ketahanan Nasional ini.

Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di
kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi,
1997). Masa itu sedang meluasnhya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet
dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu per
satu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja.
Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September
1965 namun akhirnya dapat diatasi.

Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut
menginspirasi para petinggi negara (khususnya para petinggi militer) untuk merumuskan
sebuah konsep yang dapat menjawab, mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan
menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang
berguguran? Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki
ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar daripengalaman tersebut,
dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa.
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Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan
Gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut
dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) dengan dimunculkan istilah
kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan
kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional
yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah
istilah Ketahanan Nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa
untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas
pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).
Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang

telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan
ke dalam GBHN yakni Tap MPR No IV/MPR/1978.

Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal tiga perkembangan konsepsi
ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional
konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan
1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan
konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi
keuletan dan ketangguhan.

Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial,
militer) sebagai Panca Gatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional
berdasar asas Asta Gatra (delapan gatra). Konsepsi terakhir ini merupakan
penyempurnaan sebelumnya (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980).
Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai
hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN
1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah
dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan

Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa
yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini
tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di
era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya nonfisik dan
nonmiliter lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan
nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan
mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan.

Ketahanan Nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana
sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnyaperang dingin lebih banyak
bergeser kearah nonfisik, antara lain; budaya dan kebangsaan (Sudradjat, 1996: 1-2).
Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa
Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki
kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki
ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat
dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012:90).
Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang
berlapis, atau Ketahanan Berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga,
ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).
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Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan
pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam
rumusan RPJMN 2010-2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti
konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima, hanya saja ketahanan dewasa ini
lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal
ketahanan pangan dan ketahanan keluarga.

Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana
suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi
rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional
itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan asta gatra
yang berarti delapan unsur, elemen atau faktor.

D. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada, konsep
etahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga
tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti
pada saat bangsa Indonesia menghadapai ancaman komunisme tahun 1965 dan yang
lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Sampai saat
ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman
Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an.

Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang,
kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang
terus menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan
dan ancaman yang terus berubah.

Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah Tannas, akan selalu menunjukkan
dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai
kondisi, gambaran Tannas bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah.

E. Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat tiga cara pandang dalam melihat ketahanan
nasional. Ketiganya menghasilkan tiga wajah ketahanan nasional yakni ketahanan
nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional
sebagai konsepsi atau doktrin.

Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini
dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama “Ketahanan
nasional berlandaskan ajaran asta gatra”. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai
strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia.
Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolok ukur di dalam menilai ketahanan
nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya
adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk
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ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli.
Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace,
mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi
suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil (stable factors), terdiri atas geografi
dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah (dinamic factors), terdiri
atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas
diplomasi, dan kualitas pemerintah.

2. Esensi dan Urgensi Bela Negara

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara.
Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan
meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulagi
ancaman, hakekat ketahanan nasional, dilakukan dalam wujud upaya bela
negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian
bela negara secara fisik dan nonfisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata
dalam menghadapi musuh (secara militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih
sempit daripada bela negara secara nonfisik.

RANGKUMAN:

1. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga yakni ketahanan
nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan
ketahanan nasional sebagai metode atau strategi

2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai
pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada
ajaran asta gatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa
Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode
atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan
ancaman kebangsaan melalui pendekatan asta gatra yang sifatnya integral
komprehensif

3. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan
budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri,
keluarga, wilayah, regional, dan nasional

4. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan
negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya
semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter

5. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara
untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan
warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

6. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara
nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 10
Copyright © September 2025

7. Bela Negara dapat secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi
serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi
ancaman dari luar.

8. Bela negara secara nonfisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara
kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan
bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air (salah satunya diwujudkan
dengan sadar dan taat membayar pajak), serta berperan aktif dalam memajukan
bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya.
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PERTEMUAN 13
HAK PILIH, PEMILIHAN UMUM dan ANTI KORUPSI

Hak Pilih Warga Negara dalam Demokrasi

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat
(democracy) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu
negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah
pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.
Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan
eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga
perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas
nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta
tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat
harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum (general
election). Dengan demikian, pemilihan umum (general election) Secara umum tujuan
pemilihan umum itu adalah:

1. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (general elections) merupakan ekspresi dari
ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga
negara.

Pemilihan umum adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi
modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan
rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian
kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks
manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan
sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan
penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan

umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis
adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar
pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan
penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin
berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya
politik partisipan.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik,
ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya.
Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk
menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap
suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu
dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang
memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi
sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum
publik maupun media massa.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak
pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi
konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one
of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan
langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus
dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak
pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia
ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:
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“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur
hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

a) lkut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui
wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

b)  Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang
universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk
menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003, tanggal
24 Februari 2004 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote
and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun
konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan
hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam
rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan

perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.
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Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus
dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga
negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi.
Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C
(1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang
melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan
tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap
warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

UUD 1945 telah menjamin perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan
umum. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak pilih tersebut, salah satu
masalah utama yang muncul berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum
adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Selain itu, pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilu seringkali memunculkan masalah serta indikasi kecurangan yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti kasus yang terjadi dalam pemilihan kepala
daerah Jawa Timur pada tahun 2008, di mana jumlah suara jauh melebihi jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan efek permasalahan yang sama
terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009, di mana terdapat banyak DPT-
DPT fiktif yang tidak sesuai dengan data dan jumlah pemilih yang sebenarnya. Kasus ini
kemudian terulang kembali pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur tahun 2013 dan bahkan
lebih parah karena kecurangan yang terjadi merata di sebagian besar daerah pemungutan suara
di Jawa Timur. Permasalahan-permasalahan ini memperlihatkan bahwa sistem pendaftaran
pemilih perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang lebih baik lagi menjelang pemilihan
presiden dan wakil presiden tahun 2014, agar permasalahan dan kasus-kasus DPT dalam
pemilu-pemilu sebelumnya yang mengancam hak konstitusional warga negara untuk memilih
pemimpin negaranya tidak terulang kembali.

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin
terlaksananya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem

pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.
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Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik
Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi
persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan
pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka
memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik,
suku, agama, kelas atau alasan apapun. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan
mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin,
status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak
memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan
informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara,
status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari
pemungutan suara, dan meninggal.

Daftar pemilih yang akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara,
karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftar
dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka
mereka telah mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.
Sebaliknya, apabila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka hal ini berpotensi
menghilangkan hak pilih seorang warga negara.

Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada
Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8% masyarakat belum terdaftar. Sedangkan,
Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009
oleh Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-
40% pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih.[9]

Untuk pemilu tahun 2014, sebanyak 183,1 juta pemilih sudah tercantum dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang didapat dari 497 kabupaten-kota per 15 Oktober 2013. Sedangkan, Data
pemilih yang belum masuk ke pusat data Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ada
sedikitnya 4 juta pemilih, antara lain Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 juta pemilih, DI
Yogyakarta ada 200 ribu pemilih, Papua Barat ada 700 ribu pemilih, Sumatera Utara sekitar 1
juta pemilih serta Sumatera Selatan sebanyak 200 ribu pemilih.

Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihnya harus tersedia daftar
pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek,

yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas
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demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang
memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan
suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat
cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara,
mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 102/PUU-VI1/2009, tanggal 6 Juli 2009
menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan
hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluarga (KK) dan Paspor. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperlihatkan bahwa
ketidakakuratan daftar pemilih menyebabkan warga negara berpotensi kehilangan hak pilihnya
dalam pemilihan umum, sehingga diperlukan perlakuan yang khusus bagi ketentuan Pasal 28
dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
yang menentukan bahwa warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga
negara yang telah terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa agar ketentuan tersebut tidak berpotensi menghilangkan hak pilih warga
negara untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, maka pasal-pasal
tersebut dianggap konstitusional bersyarat, dan KPU harus mengatur lebih lanjut mengenai
warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya
dengan menunjukkan identitas kependudukan.

Ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara dalam menggunakan hak
pilihnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan
umum. Namun, prosedur tersebut juga tidak boleh menghilangkan hak yang bersifat
substansial yaitu hak warga negara untuk memilih pemimpin negaranya. Apalagi, pendaftaran
pemilih merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilihan umum, dan bukan kewajiban
warga negara sendiri untuk mendaftarkan dirinya, sehingga sudah semestinya setiap warga
negara memperolen kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik untuk dapat
menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah
Konstitusi menekankan bahwa pemilihan umum merupakan sarana penyaluran hak asasi warga
negara yang paling prinsipil dan hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang
harus dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagai perwujudan cita-cita demokrasi dan

kedaulatan rakyat.
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PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA DPT DAN
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 102/PUU-V11/2009

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Sengketa DPT.

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-V11/2009 adalah sebagai berikut:

“... Dengan mengingat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

e Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

e Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup
warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara
Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan
hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku
atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar
negeri;

2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu
Keluarga (KK) atau nama sejenisnya

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang
masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat
yang tertera di dalam KTP nya;

Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum
menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat

4. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya
dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya

pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 8
Copyright © September 2025

5. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum
menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; ... ”

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar
dalam DPT menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menggunakan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) atau Paspor. Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 102/PUU-VI11/2009, Mahkamah telah memerintahkan KPU untuk membuat
aturan teknis penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan
menunjukkan identitas kependudukan yang masih berlaku.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi besar sebagai the
guardian and the intepreter of constitution (penjaga dan penafsir konstitusi). Mahkamah
Konstitusi bukanlah penafsir Undang-undang atau tidak berwenang menafsirkan bunyi dan
mengartikan lain dari bunyi Undang-undang. Namun, dengan amar putusan tersebut,
Mahkamah Konstitusi bertindak bukan hanya sebagai penafsir Undang-undang Dasar saja
tetapi juga penafsir Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negatif legislator. Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang menghapus atau menghilangkan norma suatu Undang-undang jika memang
bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah pembuat
norma, karena yang berfungsi sebagai legislator atau yang berhak membuat norma perundang-
undangan adalah DPR dan/atau Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi memang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kontrol
dan review terhadap suatu Undang-undang yang dibuat oleh DPR atau Pemerintah, namun,
Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma Undang-Undang atau merumuskan
redaksional kalimat norma pengganti yang dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Melangkahi sistem dan kerja seperti ini, berarti melangkahi kerja DPR dan Presiden yang
berarti mencederai sistem chek and balance yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ranah
ketatanegaraan.

Menurut teori dasarnya hakim hanya boleh menerapkan undang-undang, tidak boleh menilai
undang-undang. Setiap undang-undang yang sudah disahkan berlaku untuk umum dianggap
sudah bersifat final dan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat sebagaimana
terwakili dalam keanggotaan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga

pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah.


http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22513/mk-kabulkan-ijudicial-reviewi-dpt-pilpres
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22513/mk-kabulkan-ijudicial-reviewi-dpt-pilpres
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Terobosan cemerlang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan hak-
hak konstitusional banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya pada pemilihan umum
presiden dan wakil presiden sangat menyentuh rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hal
ini sesuai dengan pandangan soko guru ilmu hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dengan aliran
progresifnya. Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran
undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari
undang-undang. Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa:

“A number of scholar believe that interpretation is the path to saving the law’s objectivity.”
Menurut Satjipto Rahardjo, rangkaian permasalahan dalam dunia pengembanan hukum di
Indonesia sudah luar biasa dan sudah sedemikian gawatnya. Penyelesaiannya tidak dapat
dilakukan dengan cara-cara hukum yang biasa dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan
cara hukum yang luar biasa pula. Salah satu cara hukum luar biasa yang ditawarkan oleh
Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegaka hukum adalah suatu
tipe penegakan hukum progresif.

Penegakan hukum progesif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam
putih dari pertauran (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih
dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya
dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain,
penegakan hukum progesif dilakukan penuh dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen
terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang
biasa dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadikan dikuatkannya hak
konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk tetap dapat menggunakan
hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pertimbangan Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya tersebut berkaitan dengan waktu pemilihan umum yang hanya
tinggal dua hari, dan masalah DPT masih belum dapat diselesaikan oleh KPU, yang
dikhawatirkan akan berpotensi menghilangkan hak kostitusional warga negara yang telah
secara jelas dijamin oleh UUD 1945.

Pola putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat sesuai dengan pola sistem hukum common law,
dengan lebih mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat tanpa terpaku pada teks yang
di anut oleh positivis hukum.

Statutory concepts must be justified by demonstrating their provenan in statutory texts, so

common law concepts must be justified by demonstrating their provenance in sound public

policy.
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Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus merupakan perwujudan cita-cita demokrasi
serta cermin dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sebelum adanya putusan
tersebut, masyarakat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga merupakan perwujudan Negara Hukum, karena
melalui adanya putusan tersebut, maka, unsur-unsur negara hukum menurut AV. Dicey, seperti
jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang, persamaan kedudukan di hadapan hukum,
supremasi hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan, dapat dipenuhi.

Implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dapat berjalan dengan baik,
sehingga pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 dapat berjalan dengan lebih
demokratis dibandingkan pemilihan umum legislatif, karena warga negara dapat menggunakan
hak pilihnya dengan menggunakan identitas kependudukan. Sebelumnya, ada banyak kalangan
yang mengharapkan agar pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 ditunda
untuk memperbaiki DPT, karena jika tidak diperbaiki, maka DPT tersebut akan mengancam
hak pilih warga negara. Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
Undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum tahun 2009
dapat terlaksana dan tidak mengalami penundaan lagi. Apabila pemilihan umum ditunda lagi,
maka akan berdampak bagi integritas KPU, di mana KPU akan dianggap tidak mampu
menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, yang akhirnya dapat
mempengaruhi kredibilitas hasil pemilihan umum. Selain itu, penundaan jadwal pelaksanaan
pemilihan umum juga tidak menjadi jaminan bahwa permasalahan DPT dapat segera
diselesaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan
manfaat dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk
dapat memilih presiden dan wakil presidennya dalam pemilihan umum yang demokratis.

Implikasi dari Putusan MK No. 102/PUU-V11/2009

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara tercermin
dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-V11/2009
ini menarik untuk dianalisis karena merupakan suatu terobosan dari Mahkamah Konstitusi
dalam pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak
konstitusional warga negara dalam partisipasi politik, sehingga dengan putusan tersebut,

Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang
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sebelumnya berpotensi untuk terhapuskan karena berlakunya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111
UU No. 42 Tahun 2008 tersebut.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-V11/2009, maka warga negara
Indonesia tidak perlu khawatir akan kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden
dan wakil presiden, sehingga warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar
negeri yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat-
syarat, sebagai berikut:

1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang
belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga
negara Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga
(KK) atau nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih
berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW
atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang terteradi  dalam KTP-nya;

4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum
menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor
dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar
Negeri setempat.

Menurut sifatnya, putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-V11/2009 bersifat Konstitutif.
Menurut Fauzi Yusuf Hasibuan, Putusan Konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu
keadaan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Menimbulkan keadaan hukum baru yakni
dengan memberikan syarat-syarat tertentu bagi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42
Tahun 2008 agar dapat dinyatakan konstitusional dan memiliki kekuatan yang mengikat.
Putusan ini telah mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang terancam
kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden. Menurut Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, beberapa implikasi yang
timbul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-V11/2009 adalah sebagai
berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara sebagai wujud negara hukum dan demokrasi,

sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan
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bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar” serta Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum™;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemungkinan besar akan diadopsi oleh DPR untuk
dimasukkan dalam Undang-undang tentang pemilihan umum;

3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum terkait masalah DPT dan
KTP yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

4. KPU akan bertindak cepat untuk menjaga integritas dan profesionalitasnya;

5. Pada pemilihan umum tahun 2014 masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan
identitas kependudukan, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat lebih efektif
dan hak konstitusional warga negara dalam demokrasi lebih terjamin perlindungan dan
pelaksanaannya;

6. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam berkonstitusi, yaitu ketika warga negara
merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan atas berlakunya suatu ketentuan
dalam Undang-undang, maka warga Negara tersebut dapat mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi
sejalan dengan kesadaran berkonstitusi warga Negara;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menjadi yurisprudensi ketika nantinya
terdapat permasalahan tentang DPT dalam pemilihan umum;

8. Semakin menguatkan mekanisme checks and balances antara Mahkamah Konstitusi dan
KPU, yang merupakan prinsip dalam negara hukum dan demokrasi, di mana dalam sistem
ketatanegaraan yang modern, checks and balances tidak hanya dilaksanakan di antara
lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja, tetapi juga dengan komisi independen
seperti KPU yang juga merupakan organ konstitusi.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal

111 UU No. 42 Tahun 2008 tersebut adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup

warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam

putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak menghilangkan hak
pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT pada pemilihan umum presiden dan wakil
presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai

diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
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Di dalam Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003, tidak ada bentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi
yang ~memberikan syarat tertentu bagi suatu undang-undang untuk dapat
dikatakan konstitusional atau inskonstitusional. Adapun bentuk-bentuk putusan itu ialah:
Pasal 57

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan
undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita
Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan
diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung, di
mana putusan ini nantinya akan menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi bagi
permasalahan yang sama di kemudian hari serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan
umum presiden dan wakil presiden.

Sudikno Mertokusumo memasukkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.
Menurutnya, yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi
kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau
terhukum. Putusan berisi kaidah hukum: putusan adalah hukum. Putusan pengadilan
mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan
hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan, putusan pengadilan itu merupakan sumber hukum.
Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif, yaitu DPR sudah
semestinya harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan jaminan hak-hak
konstitusional warga negara, dalam hal ini khususnya hak pilih dalam pemilihan umum yang
merupakan perwujudan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Guru Besar llmu Hukum Universitas Indonesia, Hikmanto
Juawana, bahwa peraturan perundang-undangan kerap digunakan sebagai alat politik hukum

untuk melanggengkan kekuasaan, memberangkus gerakan oposisi, mengekang kebebasan
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berpendapat dan berserikat. Permasalahan lain di antaranya ialah terlalu dominannya proses
pembentukan undang-undang dengan cara top down. Dalam proses seperti ini, tidak jarang
muncul jurang antara nilai yang dianut penguasa dengan nilai yang dianut oleh masyarakat.
Sementara, proses pembentukan peundang-undangan dengan cara bottom updi mana
masyarakat menentukan nilai dan pemerintah menerjemahkan nilai tersebut dalam bentuk
perundang-undangan jarang digunakan.

Ada tiga alasan utama mengapa cara top down yang lebih mendapat tempat. Pertama,proses
demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan sempurna. Akibatnya, aspirasi masyarakat
mudah direkayasa. Kedua, proses top down dianggap sebagai proses paling mudah untuk
dilakukan mengingat budaya yang berlaku di dalam masyarakat adalah selalu menyerahkan
segala sesuatunya kepada pimpinan.Ketiga, masyarakat madani Indonesia belum terbentuk
sempurna sehingga memberi peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manuver.
Sebagai akibat dari perubahan mekanisme dari zaman pra-reformasi ke era baru di zaman
reformasi yang ditandai oleh perubahan UUD 1945 secara besar-besaran, maka paradigma
berpikir penentu kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan juga harus berubah.
Kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang
dan peraturan lainnya tidak boleh lagi bertentangan dengan UUD 1945 atau norma hukum yang
lebih tinggi.

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan politik secara
bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan
konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu,
karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis,
maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif.

Kasus-kasus terkait DPT yang terjadi merupakan contoh konkrit dari permasalahan-
permasalahan yang ada pada pemilihan umum 2009. Pemilihan umum presiden dan wakil
presiden terancam tertunda apabila Mahkamah Konstitusi di injury time tidak mengeluarkan
putusan yang memperbolehkan penggunaan identitas kependudukan bagi pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT. Putusan tersebut menjadi solusi terhadap ancaman penundaan pemilihan
umum yang disuarakan sejumlah pihak, termasuk salah satu pasangan calon.

Kendati demikian, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan karena mengandung
ketentuan teknis-administratif yang berpotensi menghilangkan hak pilih, yaitu syarat kartu
keluarga (KK) yang mengiringi KTP dan ketentuan bahwa seseorang hanya dapat memilih di

wilayah RW di mana KTP dikeluarkan. Dalam prakteknya, banyak warga negara yang
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akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang berada di rantau pada hari
pemungutan suara, atau memang tidak memiliki KTP setempat. Selain itu, permasalahan lain
yang juga timbul adalah sebagian warga negara non-DPT yang tetap tidak bisa memilih, seperti
mahasiswa perantau, pekerja rantau, atau siapa saja yang masih menggenggam KTP asal, tetapi
tidak pulang ke tempat asalnya pada hari pemungutan suara.

Untuk ke depannya, untuk semua permasalahan pemilihan umum yang ada, harus dicarikan
solusi yang tepat, sehingga proses transisi politik di Indonesia bisa berjalan dengan lancar,
karena perubahan mendasar secara keseluruhan adalah hal yang tidak mungkin, dan diperlukan
waktu yang panjang serta usaha yang keras.

Anti Korupsi

Bagian ini merupakan panduan mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran Pendidikan Anti-korupsi
di perguruan tinggi. Pendidikan Anti-korupsi yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi
yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14-16 pertemuan selama
satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan
di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode
pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah
independen. Materi Anti-korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi)
dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya.
Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.Bab ini
akan membahas mengenai Pendidikan Anti-korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam
pemberantasan korupsi, model-model pendidikan Anti-korupsi, tujuan dari matakuliah Anti-korupsi
serta kompetensi peserta didik yang ingin dicapai.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau “corruptus”
(Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata
“corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah
“corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda).Arti kata
korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa indoneis, adalah “kejahatan,
kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran’ (S.Wojowasito-WJS
Poerwadarminta: 1987). Pengertian lainya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta:1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :1.Korup
artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan
sebagainya;2.Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan

sebagainya; dan3.Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.



E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika Page | 16
Copyright © September 2025

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat dan merusak, berdasarkan
kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang
busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan
karen pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke
dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.

Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah
gratifikasi.

1. Pengertian GratifikasiBlack’s Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau
Gratification: “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit”(gratifikasi
adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”).

2. Bentuk Gratifikasi.Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang
tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda
kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. b.Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah
dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan
birokrat maupun pengu-saha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat
dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin
dapat dihindari tanpa adanya pamrih.

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti
luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara

negara KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12 C UU 20 Tahun 2001, Yaitu:

a. Ketentuan pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;

b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi diterima;

c. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;

d. Tata cara penyampaian laporan dan penentu status gratifikasi diatur menurut Undang-undnag
tentang KPK.
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Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:

a. Aspek perilaku Individu
- Sifat tamak/rakus manusia.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah
kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat
besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari
dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib
hukumnya.

- Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan
korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau
pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan dikota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku
konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memnuhi hajatnya. Salah satu

kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa
ligkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang utnuk korupsi dan
mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal
ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia

menyalahgunakan kekuasaanya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar diri perilaku.
a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
-nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
-masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
-masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
-masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan dibernatas bila masyarakat ikut
aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasa,

b. Aspek ekonomi
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Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang
mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi
seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek politis

Kontrol sosial tersebtu dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan
penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik,
melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kpentingan
politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabakan perilaku korupsi.

d. Aspek organisasi

-kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

-tidak adanay kultur organisasi yang benar

-kurang memadainya sistem akuntabilitas

-kelemahan sistim pengendalian manajemen

-lemahnya pengawasan

Coba anda diskusikan dengan rekan dan dosen bahan yang tertulis di bawah ini: Perilaku lain apa saja
yang potensi mendorong terjadinya korupsi? Bagaimana seharusnya cara menghindari perilaku yang

demikian berilah contah upaya dan dampaknya?

Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan persidangan sampai dengan putusan yang berjalan dengan cepat
membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menjadi sebuah lembaga yang tangguh
dan prefesional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang memerlukan penyelesaian
yang cepat dan menghasilkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa terpaku
dengan aturan-aturan yang tekstual. Dengan demikian, maka hak konstitusional warga
negara yang tidak terdaftar di DPT bisa diselamatkan dalam pemilihan umum presiden dan
wakil presiden yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, Peranan Mahkamah
Konstitusi sebagai the guardian and the intepreter of constitution tercermin dalam
putusannya tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VI11/2009 adalah sebuah terobosan
cemerlang dalam dunia hukum di Indonesia. Untuk bisa mewujudkan keadilan ditengah-
tengah masyarakat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberikan syarat
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tertentu terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 agar dapat
dikatakan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan
penggunaan identitas kependudukan bagi calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
Hal ini merupakan cermin dari adanya jaminan terhadap hak konstitusional warga negara
dalam partisipasi politik, sehingga dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah
mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang sebelumnya berpotensi
untuk terhapuskan karena berlakunya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun
2008 yang menentukan bahwa warga Negara yang berhak menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah warga negara yang terdaftar
dalam DPT.

3. dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum seyogyanya harus
melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan adanya permohonan judicial
review terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 terhadap UUD
1945 memperlihatkan bahwa hukum belum maksimal dalam melindungi hak-hak
konstitusional warga negara. Oleh karena itu, untuk ke depannya diperlukan peraturan-
peraturan hukum yang betul-betul komprehensif dan lebih berpihak kepada masyarakat,
sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang
lainnya. Dengan adanya proses peradilan yang cepat serta menghasilkan suatu putusan
yang dapat mengangkat nilai-nilai keadilan menjadi sebuah contoh bagi lembaga-lembaga
peradilan lainnya. Sehingga, diperlukan terobosan-terobosan baru di dalam peradilan agar
dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi permasalahan-permasalahan
hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemilu merupakan sarana penyaluran
hak asasi warga negara yang paling prinsipil dan hak pilih merupakan hak konstitusional
warga negara yang harus dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagai perwujudan
cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal prosedur dan
administrasi pendaftaran pemilih dalam pemilu, sudah semestinya setiap warga negara
memperoleh kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik untuk bisa terdaftar dalam
DPT dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berbagai kasus DPT bermasalah dan
bahkan kecurangan yang terjadi menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan, antara
lain dapat dilaksanakan dengan meninjau ulang sistem pendataan dan pendaftaran pemilih
yang ada, serta melakukan pembenahan kinerja lembaga-lembaga pelaksana pemilu agar

tercipta kesatuan sistem yang lebih efektif dan terorganisir dengan baik.
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5. Upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin
masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak tindak

korupsi.
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PERTEMUAN 14
HAK ASASI MANUSIA DAN SADAR PAJAK

Pengertian HAM

Apa arti HAM (Hak Asasi Manusia)? Pengertian HAM adalah hak-hak dasar manusia yang
dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku
secara universal dan diakui oleh semua orang.

HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki
makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu,
sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara
singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.

Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di berbagai
penjuru dunia. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan semata-mata untuk kekuasaan dan

kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat.

Pengertian HAM Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa itu HAM, maka kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa ahli.
Berikut ini adalah pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut para ahli:

1. John Locke

Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada
manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang
bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan
pada hakikatnya sangat suci.

2. Jan Materson

Menurut Jan Materson (komisi HAM PBB), pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada
setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

3. Miriam Budiarjo

Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir
ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras,
budaya, suku, dan agama.

4. Prof. Koentjoro Poerbopranoto
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Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, pengertian HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi
atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada
dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.
5. Oemar Seno Adji
Menurut Oemar Seno Adji, pengertian HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat
manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar
oleh siapapun.
6. Jack Donnely
Menurut Jack Donnely, definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata
karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya
sebagai manusia.
7. UU No 39 Tahun 1999
Menurut UU No 39 Tahun 1999 pasal 1, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat
pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut
merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargai oleh setiap manusia.
8. David Beetham dan Kevin Boyle
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, pengertian HAM dan kebebasan-kebebasan
fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-
kapasitas manusia.
Ciri-Ciri HAM / Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia memiliki ciri khusu yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Berikut ini
adalah ciri khusus Hak Asasi Manusia:

1. HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang,

baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

2. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan

3. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia

4. HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang

status, suku, gender, dan berpedaan lainnya.

Macam-Macam HAM
Setelah memahami apa pengertian HAM dan ciri-cirinya, selanjutnya kita juga perlu
mengetahu apa jenis-jenis HAM. Berikut ini adalah macam-macam HAM:
1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
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Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu.
Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya:

« Kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat.

o Kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

« Kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi.

o Kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan

sesuai keyakinan masing-masing individu.

2. Hak Asasi Politik (Political Rights)
Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contoh
hak asasi politik diantaranya:

o Hak untuk untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan.

o Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan.

« Hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik.

o Hak dalam membuat usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa
contoh hak asasi hukum diantaranya:

o Hak untuk mendapat perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

e Hak seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

o Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanaan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)
Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa
contoh hak-hak asasi ekonomi diantaranya:

o Kebebasan dalam kegiatan jual-beli.

o Kebesasan dalam melakukan perjanjian kontrak.

« Kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa dan hutang-piutang.

o Kebebasan dalam memiliki sesuatu.

o Kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas.
5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Beberapa
contoh hak-hak asasi peradilan diantaranya:

e Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
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e Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)
Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak
asasi sosial budaya diantaranya:
o Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
« Hak untuk mendapatkan pengajaran.
o Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
Undang-Undang Tentang HAM
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia
yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J. Adapun penjelasan singkat mengenai Undang-
Undang HAM adalah sebagai berikut:
1. Pasal 28A Mengatur Tentang Hak Hidup
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga
e (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat
perkawinan yang sah.
e (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28C Mengatur Tentang Hak Memperoleh Pendidikan
o (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan
teknologi, seni dan budaya, demi menambah mutu hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.
e (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya didalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28D Mengatur Tentang Kepastian Hukum
e (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang serupa dihadapan hukum.
e (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak didalam jalinan kerja.
e (3) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang serupa didalam

pemerintahan.
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e (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28E Mengatur Tentang Kebebasan Beragama

e (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
daerah tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.

e (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, memperlihatkan
asumsi dan sikap, sesuai bersama dengan hati nuraninya.

e (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.

6. Pasal 28F Mengatur Tentang Komunikasi dan Informasi

o Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi bersama
dengan memanfaatkan segala style saluran yang tersedia.

7. Pasal 28G Mengatur Hak Perlindungan Diri

e (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa safe
dan pemberian berasal dari ancaman keresahan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.

e (2) Setiap orang berhak untuk bebas berasal dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik
berasal dari negara lain.

8. Pasal 28h Mengatur Tentang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

e (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan.

e (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan tertentu untuk mendapatkan
kesempatan dan fungsi yang serupa fungsi capai persamaan dan keadilan.

e (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang terlalu mungkin pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

e (4) Setiap orang berhak membawa hak milik privat dan hak milik selanjutnya tidak
boleh diambil alih alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

9. Pasal 281 Mengatur Hak-Hak Basic Asasi Manusia
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(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan asumsi dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai privat
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas basic hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak sanggup dikurangi didalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas basic
apa pun dan berhak mendapatkan pemberian pada perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak penduduk tradisional dihormati selaras bersama dengan
perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai bersama dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan didalam ketentuan perundangan-undangan.

10. Pasal 28J Mengatur Tentang Penghormatan HAM

(1) Setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain di dalam tata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, tiap-tiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan bersama dengan undang-undang bersama dengan
maksud sebatas untuk menjamin pernyataan serta penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk mencukupi tuntutan yang adil sesuai bersama dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum didalam

suatu penduduk demokratis.

Pelanggaran HAM di Indonesia

Walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam UUD 1945, namun pada pelaksanaannya

masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran

HAM yang terjadi di berbagai pelosok nusantara.

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:

1.

Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945

2. Peristiwa tragedi pembantaian massal PKI — 1965-1966
3. Peristiwa Tanjung Priok 1984

4,

5. Peristiwa Santa Cruz — 1991

Peristiwa penembak misterius (Petrus) tahun 1982-1985
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6. Pembunuhan aktivis buruh wanita, Marsinah tahun 1993
7. Penganiayaan wartawan bernama Udin — 1996

8. Peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998

9. Tragedi Trisakti — 1998

10. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi — 1998

11. Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003

12. Kasus Bulukumba tahun 2003

13. Peristiwa Abepura Papua — 2003

14. Pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib — 2004
15. Dan masih banyak lagi

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Internasional:

1. Rezim Benito Mussolini di Italia

Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini,
pemimpin faham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924-
1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin
otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya.

Kekejaman Mussolini ini  berlaku kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

2. Rezim Adolf Hitler di Jerman

Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi. Hitler
yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada medio 1930-an terlibat dalam salah satu contoh
pelanggaran HAM berat. la melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, seperti menangkap
tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang
Yahudi.

Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi.

3. Konflik Israel dan Palestina

Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan. Hal ini bermula
ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina.
Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah

Palestina.
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Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita bahkan relawan dari negara lain
menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun mengutuk tindakan Israel tersebut meski

tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini.

4. Perang Sipil di Bosnia

Perang sipil antara Bosnia dengan Serbia terjadi di periode 1992-1995 setelah pecahnya negara
Yugoslavia. Dalam perang itu, terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga muslim
Bosnia yang bermukim di Kota Srebenica yang didominasi warga muslim Bosnia. Hal ini
sempat menimbulkan reaksi keras banyak negara.

Kasus ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan dua orang yang berperan
besar di perang ini yakni Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic sudah

diseret ke pengadilan HAM dunia di Belanda.

5. Kasus Apartheid di Afrika Selatan

Kasus HAM khusus apartheid (perbedaan ras dan warna kulit) terjadi sekitar tahun 1960, ketika
rezim apartheid yang didominasi orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di
Afrika Selatan.Mereka kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan warga kulit

hitam, hingga menimbulkan banyak korban jiwa.

6. Kekerasan Etnis Rohingya Myanmar

Situs Myanmar Times pada Maret 2018 mempublikasi pernyataan Dewan HAM PBB yang
menyebut adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.
Tudingan itu berdasarkan bukti temuan sejumlah kuburan masal pada Februari 2018, tindak
perkosaan terhadap perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk dan
pencabutan hak-hak dasar etnis Rohingya seperti disaksikan oleh sejumlah Komisi Penasehat
pada 2017

Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Internasional dan di Indonesia

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh
manusia. Hak ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
manusia sebagai bentuk penyelarasan diri manusia terhadap kehidupannya. HAM berlaku
secara universal dan mempunyai dasar hukum seperti yang berlaku di Indonesia. (Baca

juga: Dasar Hukum HAM) Selama perjalanan penegakan HAM di dunia, terdapat jenis-jenis
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pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara. Pelanggaran HAM yang terjadi dapat
berupa pelanggaran HAM ringan, sedang, dan berat.

Masing-masing pelanggaran tentunya dapat diselesaikan dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di dalam negara
saja. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi dengan berskala internasional dimana pelanggaran
HAM tersebut melibatkan kelompok-kelompok atau negara lain sebagai pelaku kejahatan
HAM. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentunya diselesaikan sesuai dengan
kebijakan yang berlaku secara universal di dalam dunia internasional dan disesuaikakan
dengan bentuk-bentuk negara dan sistem politik di berbagai negara yang bersangkutan.
Adapun upaya-upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM

berskala internasional secara umum diantaranya:

Perundingan

Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelenggaran HAM yang
mempunyai skala internasional. Perundingan dilakukan apabila melibatkan kelompok-
kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM vyang terjadi seperti suatu kelompok negara
melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain.

Cara perundingan merupakan salah satu jalan damai yang ditempuh dalam upaya sengketa
internasional yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM dengan skala internasional. Jalan
damai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk menjaga
keutuhan hubungan internasional dan organisasi intenasional yang terjalin diantara negara-
negara tempat terjadinya pelanggaran HAM berskala internasional. Upaya penyelesaian
pelanggaran HAM dalam skala internasional yang dapat dilakukan melalui proses perundingan

diantaranya:

Negosiasi

Seperti yang sudah Kkita ketahui bersama, negosiasi merupakan suatu proses untuk
menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara pihak yang sedang bermasalah. Proses
negosiasi juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi dalam
skala internasional. Prosedurnyapun hampir sama dengan penyelesaian sengketa internasional
secara umum. Kedua belah pihak saling bertemu untuk membicarakan penyelesaian tentang

pelanggaran HAM yang sedang terjadi.
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Namun karena ini adalah kasus khusus, proses negosisasi untuk menyelesaikan permasalahan
yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dengan skala internasional biasanya berlangsung
dengan cukup alot. Pihak yang menjadi korban akan menuntut pertanggung jawaban yang
setimpal dari pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Proses negosiasi dapat
berlangsung dengan baik dan lancar apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
saling menahan diri. Harapannya, melalui proses negosiasi ini, permasalahan mengenai
pelanggaran HAM dalam skala internasional yang sudah melibatkan negara lain dapat
diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi agar mengurangi
kemungkinan konflik secara berkelanjutan yang dapat merambah ke dalam dampak akibat
konflik sosialdiantara kedua pihak yang dapat menimbulkan dampak tertentu bagi

keberlangsungan kehidupan masyarakat di kedua belah pihak.

Mediasi

Mediasi merupakan cara lanjutan yang ditempuh apabila dalam melakukan upaya negosiasi
penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tidak menemukan titik terang. Proses
ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berperan sebagai pemberi masukan dan
pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi. Pihak
ketiga dapat diajukan melalui permohonan yang ditujukan kepada fungsi majelis Umum PBB.
Selanjutnya, Majelis Umum PBB akan memilih dan mengutus salah satu delegasinya untuk
ditugaskan sebagai penengah dan pemberi masukan ke dalam penyelesaian pelanggaran HAM
yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak penengah berupaya untuk memberikan masukan-
masukan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan agar kedua belah
pihak yang sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM vyang terjadi tidak
memperpanjang masalahnya hingga menggunakan cara-cara kekerasan. Kedua belah pihak
juga harus mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh pihak ketiga
agar proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dapat menjadi keputusan yang terbaik
bagi semua pihak. Dalam menjalankan fungsinya, pihak ketiga harus menjaga kenetralannya
agar saran atau masukan yang diberikan tidak condong kepada salah satu pihak. Jika dilihat
pada konteks sesungguhnya, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional
lebih sering menggunakan pihak ketiga karena cara ini dianggap efektif dalam menyelesaikan
masalah pelanggaran HAM yang terjadi.
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Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya
melakukan penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perjanjian merupakan suatu produk
kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum karena merupakan hitam di atas putih.
Perjanjian dapat dihasilkan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala
internasional.

Produk perjanjian dikeluarkan sebagai bentuk penyelesaian secara damai. Kedua belah pihak
yang sedang melakukan penyelesaian pelanggaran HAM dapat membuat perjanjian setelah
proses negosiasi maupun mediasi dilakukan. Perjanjian diupayakan sebagai langkah damai
untuk menyelesaikan masalah dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai bentuk
kesepakatan. Penandatanganan perjanjian dilakukan atas sepengetahuan PBB dengan
melibatkan Dewan Kemanan PBBsebagai saksi maupun pengawas jalannya perjanjian yang
disepakati kedua belah pihak.

Beberapa cara yang disebutkan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berskala
internasional tentunya juga dilakukan melalui proses peradilan. Proses peradilan mengenai
pelanggaran HAM dilakukan sesuai dengan sistem hukum internasional. Melalui proses
peradilan, maka kelompok yang dinyatakan bersalah, dapat dikenai sanksi sesuai dengan
hukum yang berlaku. Sanksi yang ditetapkanpun beragam, ada yang dilakukan secara sepihak
oleh negara yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sanksi yang diberikan dari
pengadilan internasional. Adapun sanksi tersebut antara lain:

o Pemberlakukan travel warning.

« Pengalihan atau pemberhentian investasi dengan modal asing.

« Pengurangan atau pemutusan bantuan dalam berbagai bidang.

o Penarikan duta besar disertai pemutusan hubungan diplomatik.

o Pemboikotan produk yang diekspor dari negara yang dinyatakan bersalah.

o Pengurangan atau pemberhentian kerja sama internasional di berbagai bidang.

Kekerasan

Kekerasan merupakan cara yang paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan merupakan cara yang paling
dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Perang merupakan cara

kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berskala internasional. Perang dilakukan
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apabila pelanggaran HAM yang terjadi merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat
dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan maupun perjanjian. Jika perang dilakukan,
maka kemungkinan pelanggaran HAM akan meningkat seperti yang pernah terjadi
diantara blok barat dan blok timur beberapa waktu lalu. Sedapat mungkin, perang sebagai
upaya terakhir dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berskala interasional dihindari karena
perang bukan memperbaiki keadaan tapi memperburuk keadaan yang sudah ada.

Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala
internasional. Semua upaya yang dijabarkan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun
sedapat mungkin, upaya penyelesaian berupa perang dihindari karena bukan merupakan jalan
yang terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berskala internasional yang terjadi.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Sadar Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penerimaan
negara pada tahun 2016dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 74,6 % dari
total pendapatan negara. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor perpajakan memiliki peran sangat
penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan
kehidupan bangsa yang cerdas,sejahtera, adil, dan damai. Oleh karena itu, untuk memastikan
pemasukan dari sektor perpajakan, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang
pajak. Kesadaran pajak setiap warga negara merupakan modal psikososial untuk menunaikan
kewajibannya sebagai pembayar pajak dan juga sebagai penikmat pajak.Secara kurikuler capaian
pembelajaran (learning outcomes)tentang kesadaran pajak, dapat dikembangkan sebagai program
pendidikan melalui inklusi kesadaran pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (videUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).Untuk menjamin terwujudnya inklusi kesadaran
pajak tersebut, diperlukan program pembelajaran yang dirancang secara inklusif dalam pembelajaran
MKWU guna mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan.Dalam konteks nation and character building,
pendidikan kesadaran pajak yang diinklusikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, antara lain sebagai upaya untuk mengembangkan
kesadaran pajak dalam diri peserta didik. Pendidikan kesadaran pajak saling menguatkan dengan rasa
kebangsaan dan cinta tanah air yang bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam konteks ini,
pendidikan kesadaran pajak yang inklusif dalam MKWU diharapkan berkontribusi terhadap
pengembangan keadaban warga negara yang sadar pajak.

Apakah Anda mengenal pajak? Selaku mahasiswa tentu saja telah mengenalnya dengan baik bukan?
Namun, boleh jadi sebagian masyarakat umum tidak mengenal pajak dan bagaimana proses

pembayarannya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pajak sudah menjadi
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tuntutan yang harus dibayar, misalnya pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada pihak

ketiga yang menjadi Wajib Pajak. Suatu ketika Anda makan di restoran siap saji dan tanpa disadari pada

saat melakukan pembayaran Anda pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, dan

pajak itu disebut pajak restoran. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang

menunjukkan betapa urusan pajak itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang asing.

Belajar bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah

kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving). Oleh karena itu, untuk menutup materi ini,

Anda diajak untuk memahami berbagai masalah yang memperlihatkan cara hidup tidak sadar pajak.

Contohnya, masalah perilaku para Wajib Pajak pengusaha yang memanipulasi perhitungan pajak, para

Wajib Pajak perorangan enggan melaporkan SPT.

Pajak menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972)

Pengalihan Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Ada dua perspektif tentang pajak yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum.

Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada

sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi

menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan salah suatu perikatan yang timbul karena adanya

undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak

tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berbeda

dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. Unsur-unsur terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung.

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak yang dipaksakan.

5. Selainfungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang
diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial

(fungsi mengatur/regulatif).
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Mari Kita lanjutkan untuk memahami jenis-jenis pungutan resmi lainnya, yaitu retribusi, cukai, bea

masuk, dan sumbangan.

1. Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu
dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu.

2. Cukai, adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seerti minyak tanah, bensin,
minuman keras, rokok, atau tembakau.

3. Beamasuk, adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah
pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi didalam negeri.

4. Sumbangan, adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada
negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi
kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara.

Pentingnya fungsi pajak ini merupakan kaidah universal diberbagai negara bahkan dari zaman ke
zaman. Lahirnya magna charta 1215 di inggris merupakan salah satu bukti historis bahwa pajak sangat
strategis bagi negara. Oleh karena itu inggris, berdasarkan piagam tersebut, diperbolehkan memungut
pajak setelah mendapat persetujuan kaum bangsawan.

Selain memiliki fungsi budgetir, pajak juga merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan
tertentu diluar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal (fiscal policy). Istilah fiskal
dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan semata-mata
mengenai pajak.

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan
nasional tanpa tergantung kepada sumer daya alam dan bantuan asing.

Tidak dpat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa konstribusi dari pajak sebagai
sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber
pendanaanya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Terkait hal ini, jika meminjam jargon demokrasi
dari Abraham Lincoln, pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan

digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.
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